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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan
No | Arab Latin No | Arab Latin
Tidak
1 | 16 L T}
Dilambangkan
2 < B 17 % Z
3 @ T 18 3 ”
4 & S 19 4 G
5 z J 20 < F
6 z H 21 it Q
7 ¢ Kh 22 4 K
8 3 D 23 J L
9 3 7 24 a M
10 J R 25 a N
11 J Z 26 3 W
12 87 S 27 ® H
13 o Sy 28 s «
14 oa S 29 ¢ Y
15 ol D




2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fat/ah A
Kasrah '
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Huruf
Huruf
xE Fathah dan ya Al
50 Fat/hah dan wau Au
Contoh:
2 : kaifa

Jsa: haula

Xi




3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
s N Fathah dan alif A
atau ya
s Kasrah dan ya I
o Dammah dan wau U
Contoh:
J& s qala
28] D rama
g - qila
38 > yaqiilu

4. Ta Marbutah (8)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (¢3) yang hidup atau mendapat harkat fat/4ah,

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
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b. Ta marbutah (¢) mati
Ta marbutah (¢) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah ()
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (¢) itu
ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

BN ii'djj : raudah al-atfal/ raudatul atfal

55344t 4530 ai: al-Madmah al-Munawwarah/ al-Madmatul
Munawwarah

sl : Talhah

Catatan:

Modifikasi

1.  Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan
sebagainya.

3.  Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan
Tasawuf.
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ABSTRAK

Nama : Raishatul Nadra
Nim : 140602091
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul : Pembiayaan ~ Simpan  Pinjam  Kelompok
Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi
Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)

Tanggal Sidang : 01 Agustus 2018

Tebal : 145 Halaman

Pembimbing | : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

Pembimbing 11 : Seri Murni, SE., M.Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme
pembiayaan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di UPK
Kecamatan Pidie, dampak SPP terhadap peningkatan ekonomi keluarga
serta tinjauan ekonomi Islam terhadap SPP di UPK Kecamatan Pidie.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh
kesimpulan bahwa (1) Mekanisme SPP di UPK Kecamatan Pidie harus
melalui beberapa prosedur, yaitu: Pengajuan pinjaman, proses verifikasi,
pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. (2) SPP memberikan
dampak positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga, hal ini dibuktikan
dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner dimana responden
menyatakan modal usaha tercukupi, usaha mengalami perkembangan,
pendapatan meningkat, dan juga dapat membantu untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan
kesehatan keluarga. (3) Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dari segi
dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, namun dalam hal
mekanisme penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan SPP ini
belum sesuai dengan konsep figh, dimana barang yang ditransaksikan
belum sepenuhnya milik UPK sementara keuntungan atas barang sudah
ditetapkan, adapun dalam hal mekanisme pengembalian pinjaman sudah
sesuai dengan ekonomi Islam dimana apabila tidak mampu membayar
diberi tenggang waktu dan tidak dikenai denda.

Kata Kunci: SPP, Peningkatan Ekonomi, Ekonomi Islam
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat pemerintah
melaksanakan program pembangunan di berbagai wilayah, mulai
dari tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan. Sasaran
pembangunan terutama kepada mareka yang dikategorikan miskin.
Program pembangunan oleh pemerintah secara langsung
dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kesejahteraan akan tercapai apabila masalah kemiskinan dapat
dituntaskan. Fenomena kemiskinan bukan merupakan suatu gejala
baru. Secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup
di bawah garis kemiskinan masih menunjukkan angka yang relatif
besar. Hal ini diperkuat oleh Badan Pusat Statistik (2017) mencatat
bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2016 berjumlah
848,44 ribu jiwa (16,73 %). Sedangkan di Kabupaten Pidie menurut
data dari Badan Pusat Statistik (2017) penduduk miskin pada tahun
2016 berjumlah 90,16 ribu jiwa atau sebesar 21,25 % terhadap
jumlah penduduk seluruh Kabupaten Pidie.

Menurut Ath-Thawil (1990:36) di masa sekarang, kemiskinan
di kenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh
kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan ini dianggap



pokok, karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk
hidup manusia sebagai khalifah Allah SWT di atas bumi, yakni
kehidupan yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang
dilimpahkan Allah SWT atas dirinya. Kebutuhan pokok ini,
termasuk salah satu dari hak-hak manusia dalam Islam, bila ia tidak
mampu memperolenhnya dengan usaha keterampilan dan
penghasilannya karena suatu sebab, maka menjadi kewajiban negara
untuk menyediakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata
“seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku
akan membunuhnya”. Hal ini menunjukkan bahwa masalah
kemiskinan yaitu suatu masalah penting yang perlu untuk diberantas.

Menurut Haryadi (2015:72) masyarakat miskin secara umum
ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi,
sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, melakukan kegiatan
usaha produktif, menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi, serta
senantiasa mendapat perlakuan deskriminitif, mempunyai perasaan
ketakutan dan kecurigaan, serta senantiasa merasa mempunyai
martabat dan harga diri yang rendah. Masyarakat miskin ini perlu
diberdayakan agar mempunyai kekuatan untuk hidup secara mandiri
dan meraih kesejahteraan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan
bantuan pemerintah.

Kemiskinan selain dideskripsikan dari kegagalan pemenuhan
standar kebutuhan pangan, juga lebih umum didasarkan atas
perbandingan pada standar garis kemiskinan, yakni dikatakan miskin



jika pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Lebih lanjut,
kemiskinan dipandang dari pendekatan kesenjangan merupakan
ketidakmerataan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat,
utamanya pada kelompok termiskin dengan masyarakat lainnya.
Garis kemiskinan bagi seorang individu dapat didefinisikan sebagali
sejumlah uang yang diperlukan seorang individu untuk mencapai
level kesejahteraan minimum sehingga tidak di sebut miskin
(Sugiyarto, 2015:116).

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang
terjadi di setiap negara dan salah satunya negara Indonesia. Sebuah
masalah yang sejak dulu hingga sekarang masih belum sepenuhnya
bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh
pemerintah daerah. Permasalahan utama dalam pengentasan
kemiskinan di Indonesia saat ini yaitu terkait dengan adanya fakta
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh
wilayah Indonesia.

Dalam hal pengentasan kemiskinan di Indonesia pemerintah
telah mengeluarkan beberapa program, salah satunya yaitu Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang
diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal
30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tujuan di bentuk
program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan
di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong

akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan



yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara
bersama dan terkoordinasi.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara
individu, maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai
persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan
kesejahteraan.

Salah satu kegiatan dari PNPM Mandiri yaitu Simpan Pinjam
kelompok Perempuan (SPP), meskipun sejak tahun 2015 PNPM
Mandiri sudah tidak ada lagi, namun program SPP tetap berjalan di
bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan bantuan
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Kegiatan simpan pinjam di
UPK Kecamatan Pidie dimulai sejak tahun 2008 dan masih terus
berjalan hingga sekarang. Dana yang digunakan pada SPP ini berasal
dari APBN, yang sudah dihibahkan oleh pemerintah untuk
digunakan sebagai dana bergulir pada SPP. Kegiatan SPP ini
berguna memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang
berkeinginan membuka usaha atau mengembangkan usaha,
diutamakan kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk
meningkatkan taraf hidupnya dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar rumah tangga (Wawancara dengan Teuku Irwan, 20
Februari 2018) .



Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, kegiatan SPP
ini dirasa bermanfaat untuk menciptakan dan mengembangkan
usaha masyarakat khususnya kelompok perempuan dalam
meningkatkan taraf hidup mereka. Sasaran dari SPP tersebut adalah
para ibu rumah tangga yang mempunyai usaha dengan tujuan
meningkatkan ekonomi keluarga, dimana dapat membantu suami
untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Kegiatan perekonomian yang terdapat diperdesaan masih
didominasi oleh sektor Usaha Mikro dan Kecil. Keberadaan Usaha
Mikro dan Kecil hendaknya dapat menjadi solusi terbaik dalam
mengatasi  permasalahan  kemiskinan dan  pengangguran.
Pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu faktor penggerak
pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini para pelaku usaha mikro atau
usaha kecil masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha
yakni terkendala oleh modal. Keterbatasan modal menjadi penyebab
terhambatnya pengembangan usaha karena modal merupakan salah
satu unsur terpenting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat.

Kurangnya permodalan Usaha Mikro dan Kecil, karena pada
umumnya Usaha Mikro dan Kecil merupakan usaha perorangan atau
perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal
dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh,
karena persyaratan secara administratif dan teknis yang di minta oleh

bank tidak dapat dipenuhi. Akibatnya sejumlah besar usaha-usaha



skala kecil tidak dapat mengembangkan usahanya karena terkendala
oleh modal.

Apabila masyarakat menggunakan pinjaman pada UPK untuk
kegiatan yang produktif dalam artian benar-benar digunakan untuk
kegiatan usaha, tentunya dapat meningkatkan ekonomi peminjam.
Dengan adanya program SPP ini, masyarakat bisa lebih berperan
aktif dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian yang
ada di desa masing-masing. Sehingga perekonomian masyarakat
dapat lebih baik dan bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
Dengan suku bunga yang lebih rendah dari bank, juga diharapkan
kegiatan SPP dapat membantu masyarakat khususnya kaum
perempuan di Kecamatan Pidie untuk dapat meningkatkan taraf
hidup serta menunjang perekonomian keluarga melalui pendanaan
modal usaha.

Adapun akad yang digunakan pada kegiatan SPP di UPK
Kecamatan Pidie yaitu akad pembiayaan murabahah, dimana pihak
UPK bertindak sebagai penjual dan pihak peminjam sebagai
pembeli, jumlah pokok pembiayaan dan margin keuntungan yang
telah disepakati tercantum di dalam akad murabahah. Kemudian
pihak UPK mewakalahkan kepada peminjam untuk mencari sendiri
barang yang dibutuhkan dengan membuat akad wakalah dan juga
disertai dengan penyerahan dana.

Islam mengakui adanya perbedaan rezeki tapi hal ini tidak
berarti membiarkan orang kaya bertambah kaya dan orang miskin

semakin miskin. Islam ikut campur dengan berbagai peraturan untuk



memperkecil kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin
misalnya melalui pendistribusian pendapatan dengan tujuan
memberikan kesempatan yang adil bagi kaum faqir untuk berdiri
sejajar dengan orang-orang kaya. Perbedaan taraf hidup yang ada di
dalam masyarakat menjadi sebuah pengingat untuk bisa saling
melengkapi satu sama lain, dalam hal ini hendaknya kelompok yang
berkecukupan membantu yang lainnya yang kurang mampu agar
terciptanya interaksi sosial di masyarakat (Qardhawi, 2001:437).

Di dalam Islam, harta harus dibagikan kepada semua
golongan masyarakat, supaya tidak beredar di antara orang-orang
golongan kaya saja. Tujuan dari pendistribusian harta yaitu agar
pembagian kekayaan merata di berbagai kalangan masyarakat, dan
tidak hanya dinikmati beberapa golongan saja. Firman Allah SWT
dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:
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Artinya: “Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk
Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin
dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu
jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan



apa yang dilarang-Nya bagimu maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-
Nya”. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat tersebut menjelaskan prinsip pengaturan distribusi
kekayaan dalam sistem kehidupan Islam, kekayaan harus dibagi
kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi
komoditi diantara golongan kaya saja. Prinsip pengaturan distribusi
kekayaan mempunyai tujuan agar peningkatan dan pembagian
hasil kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada
pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat
yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan
tertentu.

Sarana Islam dalam merealisasikan pendistribusian harta
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum fagir dan miskin
dengan pemberdayaan. Konsep Islam dalam  melakukan
pendistribusian tidak hanya sebatas memberikan bantuan berupa
harta yang dimiliki, melainkan bagaimana modal tersebut
dipergunakan secara produktif.

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus
pengingat bagi setiap kelompok manusia dengan tujuan agar bisa
melengkapi satu sama lain, dalam hal ini adalah kelompok yang
taraf hidupnya berkecukupan atau lebih berdaya dapat membantu
dengan kelompok yang kurang mampu sehingga akan menciptakan
interaksi sosial dimasyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat
Az-Zukhruf ayat 32:



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf
[43]:32).

Ekonomi Islam dengan pengakuannya terhadap adanya
perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip
keadilan ialah mendekatkan jurang perbedaan antara warga
masyarakat untuk merealisasikan  keseimbangan, mencegah
kecemburuan sosial, dan menghindari perbenturan antar individu
dan kelas-kelas sosial (Qardhawi, 2001:438).

Dengan SPP diharapkan dapat membantu meratakan distribusi
pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan
keluarga peminjam, dimana masyarakat yang kekurangan modal
usaha dapat meminjam dana SPP sehingga dapat meningkatkan
ekonomi keluarga yang ada di Kecamatan Pidie.

Kecamatan Pidie memiliki 64 desa dan seluruh desa tersebut
sebagai penerima manfaat PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun
menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie (2017),

Kecamatan Pidie memiliki jumlah penduduk perempuan terbesar di
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Kabupaten Pidie yaitu 23.163 jiwa sehingga dengan tingginya
penerima manfaat SPP ini maka diharapkan dapat meningkatnya
ekonomi keluarga yang ada di kecamatan Pidie. Namun ternyata
masih banyak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam
pelaksanaan SPP di Kecamatan Pidie, hal ini dapat dilihat masih ada
masyarakat yang menerima bantuan dana SPP tidak menggunakan
bantuan pinjaman dana SPP tersebut untuk mengembangkan usaha
yang mereka miliki, padahal seharusnya pinjaman yang diberikan
digunakan sebagai modal untuk kegiatan yang produktif sehingga
dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Dan juga masih tingginya
tingkat kemiskinan, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti
tertarik untuk melihat bagaimana “Pembiayaan Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi
keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi
Kasus UPK Kecamatan Pidie)”.

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Simpan Pinjam
kelompok Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Pidie?
2. Bagaimana dampak Simpan Pinjam kelompok Perempuan
terhadap peningkatan ekonomi keluarga peminjam?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pembiayaan
Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di UPK

Kecamatan Pidie?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan
Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di UPK
Kecamatan Pidie.

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak Simpan Pinjam
kelompok Perempuan terhadap peningkatan ekonomi
keluarga peminjam.

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap
pembiayaan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di
UPK Kecamatan Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi
kajian teoritis yang berkaitan dengan Simpan Pinjam
kelompok Perempuan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk
mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam
membantu dan memahami problematika yang ada dalam
masyarakat mengenai pembiayaan SPP terhadap
peningkatan ekonomi keluarga di Kecamatan Pidie.
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b. Bagi Instansi yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
tambahan pemahaman dan bahan evaluasi agar
pembiayaan SPP dalam meningkatkan ekonomi keluarga

dapat maksimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB |1

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
pembatasan masalah serta sistematika penulisan.
KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berupa
pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku
serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan
penelitian.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian yang
digunakan, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan
sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan
data serta teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian serta
pembahasan-pembahasannya.  Hasil  penelitian ini

meliputi:  Mekanisme pembiayaan Simpan Pinjam
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kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Pidie, dampak
Simpan Pinjam  kelompok Perempuan terhadap
peningkatan ekonomi keluarga peminjam serta tinjauan
ekonomi Islam terhadap pembiayaan Simpan Pinjam
kelompok Perempuan di UPK Kecamatan Pidie.
PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan
yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan,
serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang
mungkin berguna bagi masyarakat dan UPK Kecamatan
Pidie.
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KERANGKA TEORI

2.1 Pembiayaan
2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013:85).

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan,
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang
lain, sedangkan dalam pengertian sempit yaitu pendanaan yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada
nasabah (Muhammad, 2005:304).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi
membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam
meningkatkan  usahanya. Masyarakat merupakan individu,
pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan
dana (Antonio, 2011:168).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti | believe, | trust, saya
percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang
berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal

14
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menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan
amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan
benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang
jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (llyas,
2015:186)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pinjaman
uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembaliannya
dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, dan telah disepakati bersamaan oleh kedua belah pihak

yaitu antara peminjam dan yang memberikan pinjaman.

2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan
Adapun menurut Ismail (2011:107-108) unsur-unsur yang
terdapat dalam pembiayaan yaitu:
a. Bank Syariah
Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan
kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
b. Mitra Usaha (Partner)
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari
bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh
bank syariah.
c. Kepercayaan (Trust)
Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak
yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenubhi

kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah
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sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra
usaha sama artinya dengan bank memberikan
kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan bahwa
pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi
kewajibannya.

. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau
kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak
nasabah atau mitra.

. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank
syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana,
risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian
yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat
dikembalikan.

. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah
untuk membayar kembali pembiayaan yang telah
diberikan oleh bank syariah, jangka waktu dapat
bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu
pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun, jangka
menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan
dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3
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tahun, jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran
kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa
Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank
syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai
dengan akad yang telah disepakati antara bank dan
nasabah.

Berdasarkan unsur-unsur pembiayaan yang telah disebutkan,
dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sangat dipengaruhi oleh
beberapa unsur yang tidak terlepas dari padanya, yaitu kepercayaan
antara pihak UPK dan peminjam, adanya akad, resiko akibat adanya
tenggang waktu, jangka waktu penundaan pembayaran dan balas

jasa karena telah memberikan pembiayaan.

2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan
Menurut Laksmana (2009:38-39) jenis-jenis Pembiayaan
secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu:
1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang
diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya
dinikmati oleh pemohon.
b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang
dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang

menghasilkan suatu barang atau jasa.



18

c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang
diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan
untuk dijual kembali.

2. Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktunya

a. Pembiayaan jangka pendek (short term financing),
yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1
tahun.

b. Pembiayaan jangka menengah (medium term
financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu
maksimal 1-3 tahun.

c. Pembiayaan jangka panjang (long term financing),
yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3
tahun.

3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan jangka
pendek dan menengah yang digunakan untuk
kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan
usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan
penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga
kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.

b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan jangka
menengah dan panjang untuk melakukan investasi
seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa

yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi
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usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan
peralatan, dan pembangunan pabrik.

c. Pembiayaan Multi Guna, yaitu pembiayaan jangka
pendek dan menengah bagi perorangan untuk
memenuhi  berbagai kebutuhan seperti biaya
pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka

peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Jenis pembiayaan yang diberikan UPK melalui SPP, jika di
lihat termasuk ke dalam pembiayaan modal kerja dan pembiayaan
produktif yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi
namun oleh sebagian peminjam digunakan sebagai pembiayaan
konsumtif yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.
Sedangkan jika di lihat dari segi waktu termasuk pembiayaan jangka
pendek karena memberikan pembiayaan dalam jangka waktu kurang
dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Di mana pengembalian atau
angsurannya dilakukan setiap bulan.

2.1.4 Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:107-109) pembiayaan yang diberikan
oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan
individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang
membutuhkan dana. Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar

barang dan jasa.
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Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal
ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat
pembayaran, maka pembiayaan akan membantu
melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk
memanfaatkan idle fund (dana yang tidak terpakai).
Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk
disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang
berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila
disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka
akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh
pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya
jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran
uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya,
pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah
uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada
penurunan harga.

Adapun manfaat pembiayaan yaitu tidak hanya untuk bank
yang bersangkutan tetapi juga untuk pihak-pihak lain. Berikut ini
merupakan manfaat dari pembiayaan:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank
a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada

nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil,
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margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung
pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan
antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan
profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada
perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba
usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat
profitabilitas bank.

Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara
sinergi akan memasarkan produk bank syariah
lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu
kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro
wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan
mudharabah) sebelum mengajukan permohonan
pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan
oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah
memasarkan produk pendanaan maupun produk
pelayanan jasa bank.

Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan
kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara
rinci aktivitas usaha para nasabah diberbagai sektor
usaha. Sesuai dengan jenis usaha nasabah yang
dibiayai (Ismail, 2011:110).
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2. Manfaat pembiayaan bagi nasabah

a.

Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang
diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan
manfaat untuk memperluas volume usaha.
Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan
mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk
meningkatkan volume penjualan.

Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan
pembiayaan dari bank syariah relatif lebih murah.
Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan
berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan
penggunaannya.

Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada
nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan
wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang
dibutuhkan oleh nasabah.

Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis
pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam
membayar kembali pembiayaannya, sehingga
nasabah dapat mengestimasikan keuangannya
dengan tepat (Ismail, 2011:111).

3. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

a.

Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang
diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan
adanya tambahan tenaga kerja karena adanya
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peningkatan volume produksi, tentu akan menambah
jumlah tenaga kerja.

b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi
tertentu, misalnya akuntan, asuransi. Pihak ini
diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran
pembiayaan (Ismail, 2011:112).

2.1.5 Prosedur Pemberian Pembiayaan
Menurut Kasmir (2008:124-128) prosedur pemberian
pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dibuat
sebelum suatu pembiayaan disalurkan. Tujuannya adalah untuk
mempermudah suatu lembaga dalam menilai kelayakan suatu
permohonan. Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh
dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank
yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin
hanya terletak dari bagaimana cara bank tersebut menilai serta
persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-
masing bank.
Secara umum prosedur pemberian pembiayaan kredit oleh
badan hukum adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan berkas-berkas
Pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan
dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-

berkas lain yang diperlukan.
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2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan
adalah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak
perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta
untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu
tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut,
maka permohonan pembiayaan dibatalkan.

3. Wawancara awal
Wawancara awal ini merupakan penyidikan kepada calon
peminjam dengan langsung, tujuannya adalah untuk meyakinkan
bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang bank
inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau
berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan,
kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara
awal.

5. Wawancara kedua
Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika
mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot
dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat
wawancara dicocokkan pada saat on the spot apakah ada

kesesuaian dan mengandung kebenaran.
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6. Keputusan pembiayaan
Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan
apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima
maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan
pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:
a. Jumlah uang yang diterima.
b. Jangka waktu pembiayaan.
c. Biaya-biaya yang harus dibayar.
d. Waktu pencairan pembiayaan.
Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim.
Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya
dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7. Penandatanganan akad
Keputusan ini  merupakan kelanjutan dari keputusannya
pembiayaan, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon
nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan
dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang
dianggap perlu, penandatanganan dilaksanakan antara bank
dengan debitur secara langsung serta dengan melalui notaris.

8. Realisasi pembiayaan
Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad
pembiayaan dan surat yang diperlukan dengan membuka
rekening atau tabungan pada bank yang bersangkutan.
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9. Penyaluran dan penarikan dana
Penyaluran dan penarikan dana merupakan pencairan atau
pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari
pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan yaitu sekaligus

atau bertahap.

2.2 Murabahah
2.2.1 Pengertian Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan).
Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara
sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan
yang disepakati. Jual beli secara murabahah secara terminologis
adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh
shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi
jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan
harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba
bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau
angsuran (Mardani, 2013:136-137).

Menurut Afrida (2016:157) Murabahah secara bahasa berasa
dari kata z=_ yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli
murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut
istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan
tambahan keuntungan.

Adapun landasan hukum murabahah terdapat dalam Al-

Qur’an surat An-Nisa ayat 29:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

2.2.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Untuk menentukan sah atau tidaknya akad pembiayaan
murabahah, terlebih dahulu harus memenuhi rukun dan syarat
tertentu sesuai dengan syari’at Islam. Oleh karena itu pembiayaan
murabahah ini menggunakan akad jual beli, maka dalam
pembiayaan murabahah ini harus ada rukun dan syarat jual beli
sebagai berikut (Afrida, 2016:159-160):

1. Rukun pembiayaan murabahah

a. Ba’i atau penjual, penjual disini adalah orang yang
mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari
suatu barang.

b. Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan
permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh
penjual.

C. Mabi’ atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang

diperjualbelikan.
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d. Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk
menentukan nilai suatu barang.
e. ljab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.
2. Syarat pembiayaan murabahah
a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Cakap hukum.

2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau

dibawah tekanan.

b. Objek yang diperjual belikan

1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang

oleh agama.

2) Bermanfaat.

3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan

diserahkan penjual.

6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa
dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian
akad diselesaikan.

c. Akad atau Sighat (ljab dan Qabul)

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan

siapa berakad.

2) Antara ljab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik

dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
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3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa

yang akan datang.

4) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda
untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan
menjadi milik saya kembali.

d. Harga

1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.

2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati

bersama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan
murabahah, yaitu sebagai berikut:
a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang
ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas riba.
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan

secara hutang.

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau
produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu
negosiasi dan berkontrak (Afrida, 2016:160-161).
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2.2.3 Pembiayaan Murabahah

Menurut Manan (2012:222) pembiayaan murabahah
merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dana
pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga
pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak
bank dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara
angsuran.

Sedangkan menurut Mardani (2013:177-178) pembiayaan
murabahah yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan
jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara
nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari
permasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus
menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual
dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak
dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbakan,
murabahah selalu dikaitkan dengan pembayaran cicilan (bi tsaman
ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera
setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara
tanggung/cicilan, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara
tunai (nagdan).

Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual
barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah

margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal
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akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Contoh
aplikasi di perbankan syariah (Afrida, 2016:158):

1. Pembiayaan konsumtif: Pembiayaan Kepemilikan Rumah,
Pembiayaan kepemilikan Mobil, Pembiayaan Pembelian
Perabot Rumah Tangga.

2. Pembiayaan Produktif: Pembiayaan Investasi Mesin dan
Peralatan, Pembiayaan Investasi Gedung dan Bangunan,
Pembiayaan Persediaan Barang Dagangan, dan Pembiayaan
Bahan Baku Produksi.

Dalam defenisinya disebutkan adanya keuntungan yang di
sepakati, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi
tahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang
dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya
tersebut. Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, murabahah
merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah
selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang
memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang
diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan
keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Jual beli
dengan bentuk murabahah ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang
diistilahkan oleh Imam Syafi’l sebagai al- amir bi al- shira. la juga
dapat disamakan dengan bay’ bi tsaman ajil atau bay’ mu’ajal (jual
beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran

ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu,
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murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan
(Afrida, 2106:158).

2.2.4 Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat
dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Sebagaimana
dijelaskan dalam skema di bawah ini (Ismail, 2011:139-140):

1. NEGOSIASI & PERSYARATAN

2. AKAD JUAL BELI
BANK 6. BAYAR NASABAH

5. TERIMA BARANG
& DOKUMEN

3. BELI BARANG > SUPLIERPENJUAL 4. KIRIM

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan:
1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang
rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin
negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas

barang, dan harga jual.
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2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di
mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang
menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan
harga jual barang.

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan
nasabah, maka bank syariah membeli barang dari
supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank
syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah
tertuang dalam akad.

4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah
bank syariah.

5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima
dokumen kepemilikan barang tersebut.

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah
melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan

oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

2.2.5 Karakteristik Pembiayaan Murabahah
Menurut Mardani  (2013:137) karakteristik pembiayaan
murabahah yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai
berikut:
a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah
adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan
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pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara
nasabah sebagai pembeli. Harga jual bank adalah harga beli
dari pemasok ditambah keuntungan.

b. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk
margin penjualan yang sudah termasuk harga jual.

c. Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai.
Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan
cara angsuran atau cicilan. Dalam hal ini, nasabah
berhutang kepada pihak bank syariah, karena belum
melunasi kewajiban membayar harga barang yang
ditransaksikan. Jangka waktu pembayaran harga barang
oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan
kesepakatan bank dan nasabah. Dalam transaksi ini barang
diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran

dilakukan secara tangguh.

2.3. Wakalah
2.3.1 Pengertian Wakalah

Wakalah atau wikalah merupakan isim mashdar yang secara
etimologi berarti taukil yaitu menyerahkan atau mewakilkan dan
menjaga. Secara terminologi wakalah adalah suatu ungkapan yang
mengandung maksud penyerahan wewenang sesuatu kepada orang
lain agar melaksanakan apa yang didelegasikan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah

suatu pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain
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dimana orang yang mendelegasikan atau mewakilkan tersebut
adalah orang yang mempunyai hak tasharruf (hak bertransaksi
dengan pihak lain) kepada orang yang juga memiliki hak tasharruf
terhadap sesuatu yang boleh diwakilkan. Islam mensyariatkan
wakalah karena tidak semua orang mampu secara sendiri
menyelesaikan semua urusannya, sehingga untuk hal itu, manusia
harus membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya
dengan bertindak atas namanya (Afrida, 2016:161).

Wakalah disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Hal ini
berdasarkan dalil dari al-Qur’an di antaranya QS. al-Kahfi ayat 19

yang berbunyi:
s ) 2SO Ul (ST Sl sl ) s 15 (ST TS

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota
dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia melihat
mana makanan yang lebih baik lalu hendaklah dia membawa

makanan itu untukmu”.

2.3.3 Rukun dan Syarat Wakalah
Rukun dan syarat wakalah ada tiga:
1. Dua orang yang melakukan akad yaitu orang yang
mewakilkan dan orang yang menjadi wakil.
2. Shighat yaitu ijab dan gabul. ljab dianggap sah dengan
semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. Qabul

dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang
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menunjukkan penerimaan, seperti dengan melaksanakan
perintah orang yang berwakil

3. Muwakkal fih yaitu sesuatu yang diwakilkan. Boleh
mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama
manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi,
memerdekakan budak, mencari istri dan merujuk setelah
bercerai (Afrida, 2016:161-162).

2.3.4 Macam Wakalah
Wakalah terbagi kepada dua macam, yaitu wakalah umum dan
wakdalah Khusus.
1. Wakalah umum adalah mewakilkan semua urusan seperti
perkataan seseorang ‘“aku mewakilkan kepadamu

13

semuanya, baik sedikit maupun banyak”, atau “aku
serahkan urusan kepadamu seluruhnya”, demikian ini
menurut Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak
dibolehkan karena mengandung gharar (penipun).

2. Wakalah khusus adalah mewakilkan tentang sesuatu dan
masalah tertentu seperti “aku mewakilkan kepadamu untuk
menjual atau membeli sesuatu”. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa wakalah adalah akad yang dibolehkan
selama sesuai dengan syariah, dan seorang wakil hanya
boleh bertindak atas nama orang yang mewakilkan serta
terbatas hanya untuk urusan yang diwakilkannya (Afrida,

2016:162).
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah
akad yang dibolehkan selama sesuai dengan syariah dan seorang
wakil hanya boleh bertindak atas nama orang yang mewakilkan serta

terbatas hanya untuk urusan yang diwakilkannya.

2.4 Konsep Dasar Ekonomi Islam
2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam
IImu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang
mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh
nilai-nilai Islam. Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Islam
menurut para ahli Ekonomi Islam (Nasution, 2006:15-17):
1. M. Akram Kan
Islamic economics ains the study of the human falah (well-
being) achieved by organizing the resources of the earth on
the basic of cooperation and participation. Secara lepas
dapat kita artikan bahwa ilmu Ekonomi Islam bertujuan
untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup
manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber
daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.
2. Muhammad Abdul Manan
Islamic economic is a social science which studies the
economics problems of a people imbued with the values of
Islam. Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah
ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-
masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai

Islam.
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3. M. Umer Chapra
Islamic economics was defined as that branch of knowledge
whic helps realize human well-being through an allocation
and distribution of scarce resources that is in confirmity
with Islamic teaching without unduly curbing Individual
freedom or creating continued macroeconomic and
ecological imbalances. Jadi menurut Chapra Ekonomi
Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya
realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan
distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam
koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa
memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro
ekonomi  yang  berkesinambungan  dan  tanpa
ketidakseimbangan lingkungan.
4. Muhammad Nejatullah Ash-Sidigy

Islamic economics is the muslim thinker’s response to the
economic challenges of their time. In this endeavour they
were aided by the Qur’an and the Sunnah as well as by
reason and experience. Menurut Ash-Shidiqy ilmu
Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap
tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras
ini mareka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal

(ijtihad) dan pengalaman.
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5. Kursyid Ahmad
Islamic economics is a systematic effort to thy to
understand the economic’s problem and man’s behaviour
in relation to that problem from an Islamic perspective.
Menurut Ahmad llmu Ekonomi Islam adalah sebuah usaha
sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan
tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif

Islam.

2.4.2 Tujuan Ekonomi Islam
Menurut Chaudhry (2012:31-41) beberapa tujuan utama
sistem ekonomi Islam yaitu:
1. Pencapaian Falah
Tujuan utama dan paling utama dalam Islam adalah
falah atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di
akhirat. Dalam lapangan ekonomi, konsep falah merujuk
kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh
karena itu, sistem Ekonomi Islam bertujuan mencapai
kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui
distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui
penegakan keadilan sosial.
Bagaimanapun juga tujuan sistem Islam tetap senantiasa

sama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Qur’an:
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Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-
Qashash [28]: 77).
2. Distribusi yang Adil dan Merata

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat
distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan
berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah
konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang menghendaki
agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam
masyarakat.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

sl AT sl 52 ol T AT 20 st o 8T ST
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul,
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....." .
(QS. Al-Hasyr [2]: 7).

Avyat tersebut menunjukkan bahwa, menurut Al-Qur’an,
kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan sedikit orang
kaya saja, melainkan harus dengan bebas beredar di antara
semua orang sehingga kaum miskin dan papa juga mendapat
manfaat daripadanya. Demikianlah, tujuan primer sistem
ekonomi Islam adalah menjembatani celah antara si kaya dan
si miskin dengan merekayasa distribusi kekayaan maupun
sumber-sumber ekonomi demi kebaikan mareka yang kurang
beruntung.

3. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Tujuan penting sistem ekonomi Islam lainnya adalah
tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan
tempat tinggal, bagi seluruh warga negara Islam. Mendapatkan
kebutuhan hidup dasar minimal merupakan salah satu hak
mendasar setiap manusia. Merupakan kewajiban dari negara
Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar tersebut bagi
mareka yang tidak dapat memperolehnya karena
ketidakmampuan, pengangguran, ataupun sebab lain.
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4. Tegaknya Keadilan Sosial

Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas
bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mareka.
Namun karena satu dan lain hal, distribusinya tidak selalu adil
di antara semua umat manusia, sehingga orang-orang yang
beruntung menjadi amat kaya dan memiliki kekayaan lebih
dari yang mareka perlukan, sementara sebagian yang kurang
beruntung menjadi amat miskin dan tidak atau sedikit sekali
memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Islam  menjawab tantangan berupa ketidakmerataan
pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya
untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mareka guna
menolong si miskin dan mareka yang kurang beruntung di
antara anggota masyarakat.
5. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan

Tujuan lain dari sistem ekonomi Islam adalah
menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum

Muslimin. Al-Qur’an menyatakan:

il Ty JABIE Gs 23 AT 5yhag 154 35,0
Artinya: “Mareka bertanya tentang apa yang mareka

nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan

hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-
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anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang
sedang dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu
buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (QS.
Al-Bagarah [2]: 215).
6. Pengembangan Moral dan Materiil

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan
materiil maupun moral masyarakat muslim. la mencapai
tujuan tersebut melalui sistem pajak dan fiskalnya, terutama
zakat.
7. Sirkulasi Harta

Tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam
adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta
secara terus-menerus. Seseorang yang memiliki harta
timbunan  dipaksa  menyirkulasikan  dengan  cara
menginvestasikan atau membelanjakannya.
8. Terhapusnya Eksploitasi

Tujuan terakhir sistem ekonomi Islam adalah
menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk
mencapai tujuan ini, Islam mengambil beberapa cara, dan yang
pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang
barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling
jahat. Al-Qur’an menyebut bunga itu riba dan menyatakannya
sebagai kejahatan yang amat keji yang setara dengan perang

melawan Allah dan Utusan-Nya.
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Jadi, berdasarkan tujuan-tujuan ekonomi Islam di atas, dapat
disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam yaitu pencapaian falah di
dunia dan akhirat, terciptanya distribusi yang adil dan merata, dan
juga tersedianya kebutuhan dasar, dengan adanya simpan pinjam
kelompok perempuan ini maka masyarakat miskin dapat terbantu
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mareka, sehingga
terciptanya keadilan sosial-ekonomi di antara seluruh anggota
masyarakat, supaya harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja,

tetapi setiap lapis masyarakat dapat merasakannya.

2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi
dari perkembangan sesuatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian
yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal
produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti
pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan
infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi
sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan
menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar
untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang
dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat
pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno,
2008:423).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas

perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan
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masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya
aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-
faktor produksi untuk menghasilkan output maka proses ini pada
gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor
produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya
pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai
pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Maramis, 2013:1434).

Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi warga negara
suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan
output perkapita, berarti pertumbuhan upah riil dan meningkatnya
standar hidup (Samuelson dan Nordhaus, 1992:257).

Menurut pengamat ekonomi, pertumbuhan ekonomi di
indikasikan dengan sebuah upaya untuk meningkatkan level of
income masyarakat dan individu dalam jangka panjang yang di iringi
dengan meminimalkan tingkat kemiskinan dan menghindari

kerusakan distribusi kekayaan masyarakat (Marthon, 2007:155).

2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi di indikasikan dengan adanya kenaikan
tingkat income (pendapatan) masyarakat atau individu dalam jangka
panjang yang di iringi dengan meminimalkan tingkat kemiskinan
dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi menuntut adanya penambahan kualitas dan
kuantitas produksi dalam kegiatan ekonomi serta adanya
peningkatan modal dan tenaga kerja. Dalam Islam, diperlukan norma

ataupun etika yang berfungsi sebagai pijakan dalam upaya untuk



46

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang
didapatkan tidak hanya berupa nilai-nilai materialisme, tetapi
mencakup nilai-nilai spritualisme yaitu beribadah kepada Allah.
Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat, tujuan
dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip
syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Walaupun
demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem
konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi dalam

Islam telah digambarkan di dalam Al-Qur’an. Allah berfirman:
oS5 VT sLadl 3 o5 ile i 132575 Tyl (oAl a1 O 53
0513 148G i B gl

Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mareka berkah dari langit dan
bumi, tetapi ternyata mareka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka
Kami siksa mareka sesuai dengan apa yang telah mareka kerjakan”.
(Q@S. Al-A’raf [7]: 96).

Dari ayat di atas, Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah
kepada suatu kaum jika kaum tersebut melepaskan diri dari
kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketagwaan dan
keimanan. Ayat tersebut tidak dimaksudkan bahwa masyarakat kafir
tidak akan mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan

peradaban. Al-Qur’an telah menceritakan tentang kemajuan
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kehidupan masyarakat kafir, tetapi karena jalan yang diraihnya tidak
lurus, maka akhirnya mengalami kehancuran.

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian
yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai
iman, tagwa, dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan diri
dari segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut
tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar
segala ketertinggalan dan keterbelakangan yang disesuaikan dengan
prinsip syariah (Marthon, 2007:155-158).

Islam menyuruh manusia untuk berusaha dan bekerja
semaksimal mungkin dengan tetap berdzikir kepada-Nya. Manusia
boleh memiliki harta, akan tetapi kepemilikan harta itu jangan hanya
untuk kenikmatan pribadi, perhatikan juga lingkungan sekitar yang
perlu dibantu. Harta juga berfungsi sosial dan pendistribusi
pemerataan bagi rakyat banyak. Pengusaha boleh melakukan
ekspansi usahanya, tetapi dalam rangka membuka lapangan kerja,
dan pemerataan penghasilan dalam masyarakat. Dalam syariah tidak
dibenarkan pengusaha membangun usaha untuk memperbesar nilai

dan kekayaan pribadi semata (Alma, 2014:74).

2.5.2 Konsep Peningkatan Taraf Hidup

Kata taraf dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010) berarti
mutu atau kualitas. Jadi taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu
mutu hidup atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau

suatu masyarakat.



48

Orang vyang penghasilannya terbatas tidak mungkin
mengkonsumsi segala kebutuhan yang diinginkan. Mareka akan
mengakui dan menerima kenyataan bahwa mareka memiliki
keterbatasan dalam mengkonsumsi suatu barang. Dengan adanya
lapangan pekerjaan pada sektor usaha kecil diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja yang masih penganggur
maupun setengah penganggur. Dengan demikian mareka akan dapat
menambah penghasilan sehingga kebutuhan yang mareka inginkan
bisa terpenuhi. Adanya peningkatan pendapatan berarti ada
peningkatan taraf hidup (Tohar, 2000:25)

kebutuhan dasar atau yang disebut taraf hidup merupakan
suatu kebutuhan yang dapat mempengaruhi keberadaan pola
kehidupan masyarakat. Kebutuhan hidup atau taraf hidup dapat
dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna
kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari barang dan jasa
seperti konsumsi (makanan, perumahan, pakaian) maupun dalam
keperluan sosial tertentu (seperti air minum, sanitasi transportasi,
kesehatan dan pendidikan.

Taraf hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus
dilihat dalam memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Ada
yang membedakan taraf hidup bentuk primer maupun bentuk
sekunder. Taraf hidup primer adalah suatu kebutuhan yang paling
utama untuk mempertahankan hidup seperti makanan, minuman,

pakaian dan perumahan. Sedangkan taraf hidup sekunder adalah
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kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer
seperti alat-alat dan perabot.

Ukuran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah
melalui kecukupan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun
sekunder yakni melalui pendapatan. Dalam proses peningkatan taraf
hidup akan dilihat dari tingkat kesejahteraan. Kondisi sejahtera yaitu
suatu kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup,
khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian,
perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Penilaian yang
berkaitan dengan tingkat kesejahteraan atau yang disebut dengan
taraf hidup masyarakat adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan baik
kebutuhan primer, sekunder maupun tersier (Fargomeli, 2014:6-7).

Menurut Purnamasari (2015:23) peningkatan taraf hidup
masyarakat, adalah segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk
memenuhi segala kebutuhan hidupnya, indikatornya :

1. Tingkat Kecukupan Pangan.

2. Tingkat Kecukupan Sandang.

3. Kelayakan Rumah Tempat Tinggal.

4. Pendidikan Keluarga.

5. Kesehatan Keluarga.

Adapun dalam perspektif islam pemenuhan kebutuhan fisik
merupakan pemenuhan yang wajib dilakukan agar manusia tidak
mengalami kerusakan organ tubuh, penyakit dan kematian, serta

tercapainya kesejahteraan. Kebutuhan mendasar yang wajib
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dipenuhi dalam perspektif Islam adalah pangan, sandang, papan,
kesehatan dan pendidikan (Sumawinata, 2004:121).

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkatan
kehidupan yang rendah dan kekurangan. Tingkatan kelayakan yang
sedapat mungkin dicapai ialah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini
(Qardhawi, 2001:151):

1. Jumlah makanan yang cukup.

2. Jumlah air yang cukup.

3. Terpenuhinya pakaian yang layak.

4. Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:

a. Ketentraman tempat tinggal.

b. Unsur keluasan rumah.

c. Unsur perlindungan dari bahaya alam seperti hujan,
panas matahari, angin kencang dan lainnya.

d. unsur kemandirian.

5. Sejumlah harta yang bisa ditabung.

6. Sejumlah harta yang dapat membantu untuk mencari ilmi.

7. Sejumlah harta untuk berobat jika sakit.

8. Kelebihan harta yang dihubungkan untuk keperluan ibadah

haji ke Baitullah.

2.6 Penelitian Yang Relevan

Eriasti, M. 2010. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Simpan pinjam kelompok perempuan (PNPM-SPP)
terhadap kesejahteraan masyarakat desa batu gajah air molek
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kabupaten Indragiri hulu menurut tinjauan ekonomi Islam. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan pinjam kelompok
perempuan (PNPM-SPP) dalam mesejahterakan masyarakat, dan
bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan pinjam kelompok
perempuan (PNPM-SPP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan pinjam
kelompok perempuan (PNPM-SPP). Metode yang digunakan
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan
pinjam kelompok perempuan (SPP) sangat efektif dalam upaya
peningkatan kesejahteraaan masyarakat, dilihat dari tanggapan
masyarakat yang sangat baik pada Program ini, karena memberikan
pinjaman untuk mengatasi kekurangan modal dari usaha yang
mereka jalani, serta bila ditinjau dari tinjauan ekonomi Islam
program ini baik, karena di dalamnya ada unsur tolong menolong
antar sesama manusia, yang mana di dalam Islam tolong menolong
dalam kebaikan sangat dianjurkan. Adapun perbedaan penelitian
Eriasti dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian,
penulis bertujuan meneliti mekanisme SPP di Kecamatan Pidie dan
dampak SPP bagi peningkatan ekonomi keluarga peminjam,
sedangkan dalam penelitian Eriasti melihat bagaimana efektivitas
program SPP dalam mensejahterakan masyarakat, dan tanggapan
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masyarakat terhadap program SPP dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Zakir, M. 2011. Peranan Program Nasional Pemberdayaan
masyarakat mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan usaha mikro
Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau
Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya
meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan
Bangkinang Seberang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
olen PNPM Mandiri Pedesaan, serta untuk mengetahui tinjauan
ekonomi islam terhadap peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam
upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan
Bangkinang Seberang. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa Simpan Pinjam Khusus
Perempuan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap
peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang. Adapun
kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan antara
lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan
pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan dan masih belum
optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri
Pedesaan. Adapun tinjauan ekonomi islam terhadap program simpan
pinjam kelompok perempuan ini adalah baik, karena di dalam
pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak
pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana (masyarakat).
Dan masyarakat yang meminjam tidak merasa diberatkan dengan
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balas jasa yang diberikan. Adapun perbedaan penelitian Zakir
dengan penelitian penulis yaitu pada tujuan penelitian, penulis
bertujuan meneliti mekanisme SPP di Kecamatan Pidie dan dampak
SPP bagi peminjam dalam meningkatkan ekonomi keluarga,
sedangkan dalam penelitian Zakir bertujuan untuk mengetahui
peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha
Mikro Kecil Menengah dan mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan.

Saebani, A. 2016. Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT
SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas). Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui upaya koperasi simpan pinjam KOPDIT SAE
dalam  memberdayakan ekonomi  masyarakat di  Desa
Karanggintung, Sumbang, Banyumas, bagaimana tingkat
kesejahteraan masyarakat di Desa Karanggintung yang menjadi
anggota koperasi simpan pinjam KOPDIT SAE, serta bagaimana
peran KSP KOPDIT SAE dalam memberdayakan ekonomi
masyarakat perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan
deskriptif kualitatif dan statistik deskripitif dengan pendekatan
kualitatif. Upaya yang dilakukan KSP KOPDIT SAE dalam
meningkatkan kesejahteraan sebagai wujud pemberdayaan kepada
masyarakat antara lain dengan memberikan pembinaan, pelatihan
kewirausahaan, pemberian pinjaman, produktivitas pinjaman, dan
melakukan pendampingan usaha. Kesejahteraan masyarakat yang
menjadi anggota secara garis besar sudah cukup berhasil.
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Keberadaan KSP KOPDIT SAE di Desa Karanggintung sangat
berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan
memberikan produktivitas pinjaman modal usaha. Sehingga dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat, maka tingkat kesejahteraan
masyarakat juga ikut meningkat. Adapun yang membedakan
penelitian Saebani dengan penelitian penulis ialah pada tujuan
penilitian, pada penelitian Saebani melihat upaya koperasi simpan
pinjam KOPDIT SAE dalam memberdayakan ekonomi masyarakat
di Desa Karanggintung, Sumbang, Banyumas, serta bagaimana
peran KSP KOPDIT SAE dalam memberdayakan ekonomi
masyarakat perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis ingin
melihat bagaimana mekanisme SPP dan dampak SPP bagi peminjam
dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Gustika, R. 2016. Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat
terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari
Kab. Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UKM). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kredit Usaha
Rakyat (KUR) terhadap pendapatan masyarakat yang memiliki
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Tigo Nagari.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan deduktif
dengan menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa KUR berpengaruh positif terhadap pendapatan
masyarakat yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah. Adapun
yang membedakan penelitian Gustika dengan penelitian penulis
yaitu pada objek penelitian, dimana yang menjadi objek penelitian
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penulis yaitu Simpan Pinjam kelompok Perempuan sedangkan pada
penelitian Gustika yaitu Kredit Usaha Rakyat. Kemudian yang
membedakan pula penulis ingin melihat mekanisme dan dampak
SPP bagi peningkatan ekonomi keluarga, sedangkan pada penelitian
Gustika melihat pengaruh KUR terhadap pendapatan masyarakat hal
lain yang membedakan yaitu penulis ingin melihat dari perspektif
ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian Gustika tidak melihat
dari perspektif ekonomi Islam.

Arifianto, H. 2015. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan
Efektivitas Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
(Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi peran dan efektivitas kredit serta mengidentifikasi
sejauh mana peran dan efektivitas kredit yang dilakukan oleh
koperasi dengan mengambil studi pada Koperasi Simpan Pinjam
Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Jenis
penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa
Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri memiliki peran dalam
meningkatkan kesejahteraan anggota, upaya yang dilakukan tidak
hanya memberikan kredit namun juga memberikan pedampingan
dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan kredit yang
diberikan. Sedangkan hasil analisis efektivitas kredit yang diberikan
dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat diketahui bahwa
sebagian besar responden menyatakan efektif. Ada beberapa aspek
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berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh Arifianto dengan
penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada tujuan penelitian
penulis ingin melihat mekanisme serta dampak SPP terhadap
peningkatan ekonomi keluarga, serta juga penulis ingin melihat

perspektif Ekonomi Islam terhadap kegiatan simpan pinjam.

2.7 Kerangka Berpikir

Permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan di
Indonesia saat ini yaitu terkait dengan adanya fakta bahwa
pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh
wilayah Indonesia. SPP yang dulunya merupakan salah satu dari
kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu
program yang dibuat oleh pemerintah guna mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta
kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan. Di mana salah
satu kecamatan yang mendapatkan bantuan PNPM Mandiri
Perdesaan adalah kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Bantuan PNPM
Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan, yang tentunya hasil dari
kegiatan dari program tersebut digunakan untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat,
UPK Kecamatan Pidie memberikan pinjaman kepada kelompok
perempuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha,

sehingga lewat usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidup
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mereka sehari-hari. Pinjaman dari UPK Kecamatan Pidie di anggap
sebagai salah satu pemecahan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Berikut kerangka berpikir yang penulis buat sebagai pedoman

yang jelas dalam melaksanakan kegiatan penelitian:

RTM (Rumah Tangga Miskin)

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

A 4
Peningkatan Ekonomi Keluarga

Gambar 2.2: Skema kerangka pikir

Berdasarkan skema di atas dapat dilihat bahwa rumah tangga
miskin yang kekurangan modal untuk usaha dapat mengajukan
pinjaman SPP pada UPK, dengan pinjaman yang diperoleh
diharapkan dapat digunakan untuk hal yang produktif, sehingga akan

dapat meningkatkan ekonomi keluarga peminjam.



BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan
lainnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode
penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi
yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnograf
karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk
penelitian bidang antropologi budaya, juga disebut sebagai metode
kualitatif karena data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifat
kualitatif (Abdullah dan Saebani, 2014:49).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat lapangan (field research).
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang terletak di Jalan Pidie
— Garot Komplek PU Pengairan Gampong Paloh serta masyarakat

yang menjadi peminjam di UPK Kecamatan Pidie.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data,
yaitu data primer dan data sekunder.
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a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei
lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan
data original. Data primer dalam penelitian ini diperoleh
langsung dari responden melaui wawancara dengan pihak
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dengan ketua kelompok
SPP serta penyebaran angket (kuesioner) kepada anggota
SPP.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari literatur
kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen
terkait yang ada hubungannya dengan penelitian yang
dilakukan. Data ini digunakan oleh penulis sebagai data

pelengkap dari data primer.

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek
atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2014:80). Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota Simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)
pada UPK Kabupaten Pidie yang berjumlah 525 jiwa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat
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menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,
2014:81).

Untuk penentuan jumlah atau ukuran sampel dari suatu
populasi dalam penelitian ini menggunakan teori Gay dan Diehl.
Menurut Ruslan (2004:147) dalam teori Gay dan Diehl dikatakan
bahwa semakin besar sampelnya maka kecenderungan lebih
representatif dan hasilnya lebih digeneralisir, maka ukuran sampel
dapat diterima tergantung pada jenis dari penelitiannya, yaitu secara
minimum tolak ukurnya:

a. Penelitian deskriptif, yaitu sekurang-kurangnya 100 sampel atau
10% dari populasi.

b. Penelitian korelasi, sekitar 30 subjek sebagai objek penelitian.

c. Penelitian kausal-perbandingan, sekitar 30 subjek perkelompok.

d. Penelitian eksperimental, yaitu minimum sekitar 15 subjek per

kelompok.

Berdasarkan teori Gay dan Diehl, maka dalam penelitian ini
penulis mengambil sampel 10% dari populasi sehingga diperoleh
jumlah sampel sebanyak 53 orang. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik simple random

sampling yaitu pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data

dengan mengadakan tanya jawab secara langsung,
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wawancara akan dilakukan dengan ketua UPK Kecamatan
Pidie dan juga dengan ketua kelompok SPP untuk
memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

Adapun penulis menggunakan teknik wawancara
tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah
wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2016:191).

Data yang diperolen dari wawancara di analisa
sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan

dideskripsikan secara narasi.

. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau
pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap
mengembalikan kepada peneliti (Sugiyono, 2016:192).
Peneliti dapat mendatangi sendiri  responden atau
mengirim daftar pertanyaan tersebut melalui pos (Kuncoro,
2009:148).

Adapun dalam penelitian ini pembagian kuesioner
dilakukan  dengan mendatangi langsung setiap ketua
kelompok dengan memberikan kuesioner untuk dibagikan

kesetiap anggotanya.
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Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari
hasil pengisian angket untuk mengetahui dampak simpan
pinjam kelompok perempuan ini terhadap peningkatan
ekonomi keluarga yang meminjam di UPK.

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup
yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabanya sehingga
responden tinggal memilih. Penggunaan kuesioner tertutup
diharapkan akan memudahkan bagi responden dalam

memberikan jawaban.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,
2016:326).

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data
dengan mengumpulkan dokumen yang ada yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti
dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK
Kecamatan Pidie.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244), teknik analisis data yaitu
diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis.
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
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dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain. Setelah data dikumpulkan maka langkah
selanjutnya adalah menganalisis data.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, penulis
akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan
dengan judul. Adapun penulis menggunakan model Miles dan
Huberman dalam menganalisis data, ada tiga langkah pengolahan
data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016:334-
343):

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan
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Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif.

. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and
Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles
dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian
4.1.1 Sejarah berdirinya UPK Kecamatan Pidie

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia
adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan suatu
usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan
masyarakat di perdesaan. PPK dimulai pada tahun 1998, pada saat
terjadinya perubahan yang sangat besar di bidang politik dan krisis
keuangan di Indonesia. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan
untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat perdesaan,
memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah
daerah.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini
dilaksanakan dinilai berhasil. Di antaranya keberhasilan PPK adalah
penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi
kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan
keberhasilanya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi
masyarakat. Kemudian pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM Mandiri Perdesaan) adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Tujuan di bentuk program ini adalah untuk mempercepat

penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan
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berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan
kemiskinan dan pengangguran.

UPK Kecamatan Pidie merupakan salah satu lembaga yang
mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang
dimulai sejak tahun 2008. Adapun salah satu kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan yaitu Simpan Pinjam kelompok Perempuan
(SPP). Praktek SPP di Kecamatan Pidie dimulai sejak tahun 2008,
dana SPP ini berasal dari bantuan langsung pemerintah pusat
(APBN) dan daerah (APBD) yang mana dana ini sudah dihibahkan
oleh pemerintah sebagai dana bergulir (Wawancara pra penelitian
dengan Teuku Irwan, 20 Februari 2018).

Setelah program PNPM Mandiri Perdesaan berakhir 31
Desember 2015 kegiatan SPP di Kecamatan Pidie tetap berjalan
hingga sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan
(UPK).

4.1.2 Visi dan Misi UPK Kecamatan Pidie
Visi dan misi UPK Kecamatan Pidie seperti yang tercantum di
dalam Standar Operasional Prosedur UPK Kecamatan Pidie

(2017:2) adalah sebagai berikut:

1. Visi UPK Kecamatan Pidie adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masayarakat. Kemandirian berarti
mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang

ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar



67

lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk

mengatasi masalah kemiskinan.

2. Misi UPK Kecamatan Pidie adalah:

a. Memberikan pelayanan dan kerja sama yang baik dengan
masyarakat.

b. Mewujudkan transparasi pengelolaan kegiatan.

c. Mengelola dana kegiatan agar mampu berkembang dan

terserap oleh kelompok pemanfaat.

4.1.3. Letak Geografis UPK

Kantor UPK Kecamatan Pidie beralamat di Jalan Pidie — Garot
Komplek PU Pengairan Desa Paloh, kecamatan Pidie. Kecamatan
Pidie merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di kabupaten
Pidie, dengan ibu kota Kecamatan yaitu Lhok Keutapang. Adapun
luas kecamatan Pidie yaitu 38,00 Km?, terdapat 8 mukim dan 64
desa. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 3 km, sedangkan jarak
tempuh ke ibu kota provinsi yaitu 110 km.

Secara geografis kecamatan Pidie sendiri terletak di perbatasan

dengan:

Sebelah Utara : Kec. Kota Sigli dan Kec. Simpang Tiga
Sebelah Selatan : Kec Indrajaya dan Kec. Peukan Baro
Sebelah Barat : Kec. Grong-Grong dan Kec. Batee
Sebelah Timur : Kec. Simpang Tiga dan Kec. Peukan Baro

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Pidie pada akhir
tahun 2017 adalah 44.728 jiwa. Jika diklasifikasikan berdasarkan
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jenis kelamin, maka jumlah penduduk Kecamatan Pidie dapat dilihat

pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik penduduk Kecamatan Pidie berdasarkan jenis
kelamin
No. | Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-Laki 21.565 48%
2 Perempuan 23.163 52%
Jumlah 44.728 100%

Sumber: BPS Kabupaten Pidie

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki

21.565 jiwa atau 48% dan jumlah penduduk perempuan 23.163 jiwa

atau 52%. Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk perempuan

lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

4.1.4 Pengurus UPK Kecamatan Pidie

Adapun pengurus UPK dipilih melalui musyawarah antar desa

yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola

dan melaksanakan kegiatan SPP. Ketua, sekretaris, bendahara, kasir

masing-masing adalah:

a
b.

C.

o

Ketua UPK
Sekretaris UPK
Bendahara UPK
Kasir UPK

: Teuku Irwan

» Juarsa
: Cut Nasri
: Maidar
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Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) (2017:23)
Tugas dan tanggung jawab pengurus UPK sebagai berikut:
Ketua UPK

Pengendalian organisasi.

Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan
penagihan pengembalian SPP.

Fungsi hubungan masyarakat.

Memimpin rapat/pertemuan UPK.

Mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat
terkait.

Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari
sekretaris maupun bendahara.

Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan
kegiatan UPK.

Bendahara UPK

Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan
penagihan pengembalian SPP.

Mencatat setiap transaksi keuangan harian.

Membuat laporan keuangan.

Memegang semua rekening bank dana SPP dan
Operasional UPK.

Memegang uang kas dana pengembalian SPP dan
Operasional UPK.

Mengeluarkan uang atas persetujuan UPK.
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Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.

Mengisi form-form laporan keuangan.

c. Sekretaris UPK

Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan
penagihan pengembalian SPP.

Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik
yang menyangkut masalah keuangan SPP dan
Operasional UPK.

Menempelkan/memberikan informasi tentang
pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat
melalui papan informasi dan media informasi lainnya.
Mencatat hasil keputusan rapat dalam notulen.

Mengisi dan mencatat agenda harian.

Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.
Mengelola inventaris.

Merencanakan pengadaan administrasi kantor.

Membuat surat-surat.

d. Kasir UPK

Melakukan pembinaan kepada kelompok SPP dan
penagihan pengembalian SPP.

Membantu semua kegiatan di UPK.

Mengisi dan mencatat transaksi dan setoran pinjaman

kelompok.
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e Memeriksa dan mengarsipkan surat permohonan
pinjaman kelompok peminjam SPP.
e Merekap semua pengajuan peminjam SPP.

e Menjaga semua arsip dokumen peminjam SPP.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Pidie

Mekanisme yaitu suatu prosedur penyaluran pembiayaan yang
dilakukan oleh UPK. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
pada kantor UPK Kecamatan Pidie, maka mekanisme pelaksanaan
pembiayaan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Pada tahapan ini, calon peminjam mengajukan permohonan
pinjaman dana kepada kantor UPK. Untuk dapat memperoleh
pinjaman dari UPK calon peminjam membentuk kelompok terlebih
dahulu, jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20
orang. Kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta
berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok
membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang
berisi indentitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan
besarnya pengajuan pinjaman, dengan ketentuan besarnya pinjaman
tiap anggota tidak boleh lebih dari Rp10.000.000. Kemudian

melengkapi syarat-syaratnya lainnya sebagai berikut:
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Surat permohonan pinjaman.

L

Profil kelompok.

Surat rekomendasi dari kepala desa.

o o

Rencana kegiatan kelompok.
Daftar usulan kelompok.
Surat pernyataan peminjam.

Surat pernyataan kesediaan tanggung renteng.

o Q —Hh o

Foto copy KTP atau surat keterangan dari desa yang masih
berlaku.

i. Foto copy buku tabungan kelompok.

J. Rencana angsuran pinjaman.

k. Rencana pengembalian pinjaman.

I. Rekapitulasi calon kelompok.

Kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi diserahkan ke

UPK untuk di administrasikan, kemudian UPK menugaskan Tim
Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi. Setiap permohonan
pinjaman dari kelompok akan dilakukan verifikasi oleh tim
verifikasi, verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan
permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil
survey lapangan. Verifikasi dilakukan antara 3 hingga 7 hari setelah
proposal masuk ke UPK. Adapun tim verifikasi memverifikasi data
kelompok apakah benar adanya dan apakah sesuai dengan
kebutuhannya, setelah tim verifikasi melakukan survey dan semua

data-data yang diberikan kelompok itu benar, maka dana akan segera
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dicairkan dua sampai dengan tiga minggu setelah verifikasi dengan
jangka waktu pengembalian dua belas bulan. Tim verifikasi
memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap
usulan permohonan pinjaman, usulan yang tidak layak dapat
memperbaiki usulannya untuk mengajukan usulan pada periode
berikutnya (SOP, 2017:6-7).

Agar lebih mudah dipahami mekanisme pengajuan pinjaman

dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Calon peminjam membentuk kelompok

v

Ketua kelompok datang ke UPK meminta berkas
pengajuan proposal

Setelah semua persyaratan dilengkapi, kelompok
mengembalikan berkas ke UPK

Tim verifikasi melakukan verifikasi kelompok

Layak Tidak Layak

Pencairan Pinjaman Memperbaiki dan Mengajukan
pada periode selanjutnya

Gambar 4.1 Skema Pengajuan Pinjaman SPP
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2. Mekanisme Akad Pembiayaan

Adapun akad yang digunakan yaitu akad pembiayaan
murabahah. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan
keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual, di
mana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai
pembeli. Jumlah pembiayaan yang diberikan serta margin
keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua
belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli
murabahah.

Namun dikarenakan dalam praktek pembiayaan murabahah
yang dijalankan di lapangan, UPK yang berkedudukan sebagai
pedagang atau penjual dalam praktiknya  tidak memiliki
stok/persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh kelompok
atau anggota kelompok pengaju, maka kelompok peminjam sebagai
pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier dan
melakukan pembelian, sementara pihak UPK hanya memberikan
kuasa kepada peminjam, sehingga peminjam menjadi agen UPK
untuk melakukan pembelian disertai dengan penyerahan dana.
Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad wakalah yang dilakukan
pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok.
Akad wakalah ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK
dengan kelompok SPP. Seperti ungkapan bapak Teuku Irwan:

“Contoh misal ada peminjam mau meminjam dana untuk

membeli barang-barang yang dia butuhkan untuk usaha,

kemudian dia menyebutkan berapa biaya yang dibutuhkan,
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selanjutnya pihak UPK dan peminjam melakukan akad
pembiayaan murabahah, dimana di dalam akad murabahah
tercantum berapa jumlah pokok pembiayaan dan margin
keuntungan yang telah ditetapakan yaitu 9,6% dari pokok
pembiayaan dan telah disepakati olen kedua belah pihak.
Kemudian oleh pihak UPK mewakalahkan pihak peminjam
untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan
penyerahan dana dan menandatangani akad wakalah”

(Wawancara dengan Teuku Irwan, 26 Juni 2018).

3. Mekanisme Pengembalian Pinjaman

Jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu selama 12 bulan,
angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu
bulanan. Adapun mekanisme pengembalian pinjaman setelah
menjelang satu bulan pinjaman, anggota SPP menyerahkan uang
angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada UPK,
atau setiap anggota dapat langsung menyetorkan sendiri
angsurannya ke kantor UPK.

Semua pinjaman dari dana SPP ini harus dikembalikan disertai
dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal pada akad
murabahah yang termuat di dalam proposal kelompok. Adapun
UPK menetapkan keuntungan sebesar 9,6% pertahun dari jumlah
pokok pembiayaan, atau 0,8% perbulan dari pokok pembiayaan.

Bagi anggota yang tidak mampu membayar lunas
pinjamannya dalam jangka waktu satu tahun tidak dikenai denda,

akan tetapi jangka waktunya diperpanjang oleh pihak UPK dengan
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membuat surat perjanjian untuk melunasi pinjaman tersebut dalam

jangka waktu yang telah diperpanjang. Hal ini seperti hasil

wawancara dengan ketua UPK Kecamatan Pidie yaitu:
“Jika peminjam tidak mampu untuk melunasi pinjamannya
tidak dikenai denda, jika tidak sanggup membayar lagi, maka
membuat surat perjanjian bahwa sanggup melunasi sisa
pinjaman yang belum lunas tersebut dalam jangka berapa
tahun lagi, sesuai kesanggupan peminjam, dan berapa yang
sanggup dicicil perbulannya. Kami tidak memaksa karena ini
sifatnya pemberdayaan masyarakat yang penting sisa
pinjaman dapat terlunasi, kadang-kadang sudah setahun
setelah membuat surat perjanjian tidak lunas, buat lagi surat
perjanjian, sampai peminjam tersebut mampu membayar
hutangnya. Walaupun lama tapi tunggakan tersebut dapat
terselesaikan yang penting peminjam ada niat untuk
membayar. Namun jika peminjam tidak ada niat untuk
membayar lagi setelah diperingati beberapa kali oleh pihak
UPK, maka hukumannya dikenakan kepada desanya, desa
tersebut tidak dapat lagi mengajukan pinjaman, sehingga
semua masyarakat di desa tersebut terkena imbasnya”
(Wawancara dengan Teuku Irwan, 26 Juni 2018).
Seperti dikatakan oleh salah seorang responden ibu Elly:
“Hukumannya apabila ada yang tidak membayar lagi
pinjamannya dikenakan kepada desa, seperti desa di sebelah
desa kami yaitu desa Kampong Baro mareka tidak diberikan
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lagi pinjaman oleh pihak UPK, karena ada kelompok yang

tidak melunasi pinjamannya” (Wawancara dengan ibu Elly, 27

Juni 2018).

Desa yang terkena hukuman dapat mengajukan pinjaman lagi
apabila tunggakan dapat terlunasi. Oleh karena itu sebagian
masyarakat saling tolong-menolong untuk melunasi pinjamannya
anggota kelompoknya. Agar tidak terkena dampak bagi masyarakat
lain.

Seperti hasil wawancara dengan ibu Aisyah:

“Salah satu anggota kelompok kami juga tidak mampu

membayar lagi, kemudian kami mengumpulkan uang sesama

anggota kelompok untuk melunasi pinjaman yang belum lunas
tersebut kepada pihak UPK, agar tidak mendapat hukuman
kepada desa, karena kasian masyarakat lain tidak dapat

meminjam lagi nantinya” (Wawancara dengan ibu Aisyah, 27

Juni 2018).

Jadi, mekanisme pembiayaan SPP, pertama peminjam harus
membuat kelompok terlebih dahulu agar dapat mengajukan
pinjaman, setelah itu membuat proposal pengajuan pinjaman dan
melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh pihak UPK,
kemudian pihak UPK akan menugaskan tim verifikasi untuk menilai
kelayakan kelompok apakah layak untuk diberi pinjaman. Adapun
apabila layak menerima pinjaman, pihak UPK menyalurkan
pinjaman tersebut dengan menggunakan akad pembiayaan
murabahah, dimana pihak UPK memberi tahu peminjam berapa
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keuntungan yang diambil dalam pembiayaan tersebut. Proses
pengembalian pinjaman tersebut dalam jangka waktu satu tahun dan
dicicil setiap bulannya. Apabila ada peminjam yang tidak sanggup
melunasi tidak dikenai denda, akan tetapi membuat surat perjanjian
perpanjangan waktu dengan pihak UPK. Jika peminjam tidak berniat
untuk membayar pinjamannya dan telah diperingati oleh pihak UPK
maka hukumannya akan dikenakan kepada desa, yaitu tidak diberi

lagi pinjaman kepada desa tersebut.

4.2.2 Dampak Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP)
terhadap peningkatan ekonomi keluarga peminjam

Berikut ini penulis akan mendeskripsikan data dari hasil
penyebaran kuesioner yang penulis sebarkan untuk memperoleh
data, sebanyak 53 kuesioner yang dibagikan kepada anggota SPP
untuk mengetahui dampak SPP bagi peningkatan ekonomi keluarga,
dan juga wawancara dengan ketua kelompok SPP. Adapun penulis
melihat dari segi dampak yang diperoleh responden setelah
meminjam SPP terhadap modal usaha, perkembangan usaha,
peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari,
pemenuhan kebutuhan pakaian dan tempat tinggal yang layak,
membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta

terhadap perekonomian keluarga.
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1. Deskripsi Data Responden
Berikut akan penulis sajikan deskripsi data responden

berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik responden menurut kelompok umur
No. Kelas Interval Jumlah Persentase
1 < 25 Tahun 5 10%
2 25 — 30 Tahun 7 13%
3 31 — 35 Tahun 9 17%
4 36 — 40 Tahun 16 30%
5 40 — 50 Tahun 16 30%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan kriteria umur responden dibagi kedalam 5

kelompok yaitu < 25 tahun, 25 — 30 tahun, 31 — 35 tahun, 36 — 40
tahun, dan 40 — 50 tahun. Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat
diketahui bahwa pada kelompok umur < 25 tahun terdapat 5
responden (10%), pada kelompok umur 25 — 30 Tahun terdapat 7
responden (13%). Kemudian pada kelompok umur 31 — 35 tahun
terdapat 9 responden (17%) dan kelompok umur yang dominan yaitu
pada umur 36 — 40 tahun dan 40 — 50 tahun masing-masing 16 orang
(30%). Responden yang paling banyak yaitu berumur 36 tahun ke
atas dikarenakan pada umur tersebut merupakan usia produktif untuk

menjalankan sebuah usaha.
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Tabel 4.3
Karakteristik responden menurut status perkawinan
No. | Status Perkawinan Jumlah Persentase
1 Kawin 33 62%
2 Belum Kawin 9 17%
3 Janda 11 21%%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden
yang belum kawin vyaitu sebanyak 9 responden (17%), dan
responden yang sudah berstatus janda yaitu sebanyak 11 responden
(21%). Sedangkan responden yang sudah kawin yaitu sebanyak 33
responden (62%). Mayoritas responden peminjam dana SPP
berstatus kawin, hal ini pada umumnya mareka membantu suami
dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga yang belum kawin
dan janda dimana mareka tidak memiliki suami, sehingga harus
berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.4
Karakteristik responden menurut jumlah anggota keluarga

yang ditanggung

No. Anggot_a keluarga Jumlah Persentase

yang ditanggung

1 0 -2 orang 11 21%

2 3—5orang 21 40%

3 6 — 8 orang 13 24%

4 9 — 10 orang 8 15%

5 >10 orang 0 0%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
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Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah anggota keluarga yang
ditanggung O — 2 orang ada 11 responden (21%), kemudian 3 — 5
orang ada 21 responden (40%), dan 6 — 8 orang ada sebanyak 13
responden (24%), serta 9 — 10 orang ada 8 responden (15%), adapun
tidak ada responden yang memiliki jumlah anggota keluarga yang
ditanggung di atas 10. Beban tanggungan keluarga akan
mempengaruhi semangat kerja, karena bagi mereka yang
mempunyai tanggungan keluarga akan berusaha lebih giat dan tekun
untuk dapat menghidupi orang yang menjadi tanggungan hidupnya.

Tabel 4.5

Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan

No. | Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 Tidak Bersekolah 0 0%
2 SD 2 4%
3 SMP 12 22%
4 SMA 20 38%
5 Perguruan Tinggi 19 36%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Latar belakang pendidikan yang ditempuh responden sangat
bervariasi, mulai dari yang berpendidikan SD sampai pada
perguruan tinggi. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa anggota SPP
Kecamatan Pidie mayoritas tamat SMA vyaitu sebanyak 20
responden (38%) dan perguruan tinggi sebanyak 19 responden
(36%), sedangkan tamat SMP yaitu sebanyak 12 responden (22%),
serta yang menamatkan sekolah sampai tingkat SD vyaitu 2
responden (4%) dan tidak ada responden yang tidak bersekolah.
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Dilihat dari faktor pendidikan mayoritas responden berpendidikan
tinggi yaitu tamatan SMA dan perguruan tinggi, semakin tinggi
pendidikan responden akan berpengaruh terhadap produktivitas dan
kemampuannya dalam memulai atau mengembangkan usaha.
Pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan dan keterampilan
yang dimiliki oleh responden sebagai bekal untuk dapat menjalankan
pekerjaan dengan baik. Selain itu tingkat pendidikan yang tinggi
menjadi indikasi wawasan dan cara pandang yang luas dalam
menilai dan memandang suatu permasalahan sehingga diharapkan
dengan bekal pendidikan yang memadai responden dapat
meningkatkan perekonomian keluarga mareka melalui pinjaman
dana SPP ini.

Tabel 4.6
Pendapatan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarga
No | Pendapatan Suami Jumlah Persentase
1 Cukup 5 10%
2 Pas-pasan 33 62%
3 Tidak cukup 15 28%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 5 responden (10%)

menyatakan pendapatan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarga, 33 responden (62%) menyatakan pas-pasan dan 15
responden (28%) menyatakan tidak cukup. Pada umumnya

responden menjawab pas-pasan, sehingga pada umumnya motivasi
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perempuan bekerja untuk menambah pendapatan sehingga dapat

membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Tabel 4.7

Alasan responden meminjam pada UPK

No. Alasan mleJrlr;:gjam pada Jumlah Persentase
1 Untuk memenuhi kebutuhan 15 28%
keluarga
2 Untuk modal usaha 38 72%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Dilihat dari tabel diatas, alasan meminjam pada UPK vyaitu

sebanyak 15 responden (28%) untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
sebanyak 38 responden (72%) untuk modal usaha. Dapat
disimpulkan bahwa mayoritas para peminjam meminjam dana pada

UPK dengan alasan untuk modal usahanya.

2. Jawaban Kuesioner tentang dampak Simpan Pinjam
kelompok Perempuan (SPP) terhadap peningkatan ekonomi
keluarga

Pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang sulit
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan suami
yang rendah atau pas-pasan, sehingga mendorong kaum perempuan
untuk ikut membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga, dan
juga sebagian kaum perempuan yang harus memenuhi kebutuhan
untuk dirinya sendiri dan keluarganya karena belum memiliki suami

atau sudah tidak memiliki suami lagi. Sebelum adanya dana SPP
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pada UPK, kaum perempuan yang tergolong masyarakat menegah
ke bawah tentunya sulit untuk memperoleh pinjaman, seperti pada
bank dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah
ditentukan oleh pihak bank. Sementara mareka membutuhkan
pinjaman baik itu digunakan sebagai modal usaha maupun untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya dana SPP pada
UPK dapat digunakan oleh kaum perempuan sebagai pinjaman
untuk modal usahanya, sehingga mareka dapat meningkatkan
perekonomian keluarganya ke arah yang lebih baik.

Hasil dari kuesioner ini penulis ingin melihat apakah SPP
berdampak positif bagi peminjam dalam meningkatkan ekonomi
keluarga, apakah dana SPP ini berdampak bagi modal usaha,
perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan juga bagi
pemenuhan kebutuhan dasar peminjam seperti makanan, pakaian,
tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Berikut akan penulis
deskripsikan hasil jawaban dari 53 responden yang dijadikan sampel
dalam kuesioner:

Tabel 4.8
Tanggapan responden apakah modal untuk usaha tercukupi

setelah meminjam pada UPK

No Keterangan Jumlah Persentase
1 Sangat Tercukupi 15 28%
2 Tercukupi 34 64%
3 Biasa-biasa saja 4 8%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 53 responden yang
dijadikan sampel menyatakan modal untuk usaha sangat tercukupi
setelah meminjam pada UPK sebanyak 15 responden (28%), yang
menyatakan tercukupi 34 responden (64%), dan yang menyatakan
biasa-biasa saja 4 responden (8%).

Pada dasarnya pinjaman SPP ini diberikan untuk modal usaha
bagi masyarakat yang ingin memulai sebuah usaha atau ingin
mengembangkan usahanya tetapi kekurangan modal, sehingga
dengan adanya SPP ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang
membutuhkan pinjaman untuk modal usaha. Dengan tercukupinya
modal usaha maka peminjam juga akan mudah untuk memulai atau
mengembangkan usahanya. Hasil wawancara dengan salah satu
responden yaitu ibu Elly menyatakan:

“Manfaatnya modal untuk usaha saya bertambah, saya dapat

membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Sebelumnya saya tidak bekerja, hanya suami yang bekerja,

kemudian setelah meminjam pada UPK saya mulai membuat

kerupuk jengek” (Wawancara dengan Ibu Elly, 27 Juni 2018).

Dengan pemberian bantuan modal, diharapkan usaha para
peminjam dapat berkembang, sehingga pendapatan yang
diperolennya meningkat. Dengan demikian dapat membantu
perekonomian keluarga dan kebutuhan sehari-hari pun akan
terpenuhi.

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner dan juga wawancara

menyatakan bahwa modal usaha tercukupi setelah meminjam dana
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SPP pada UPK SPP sehingga dapat disimpulkan SPP ini berdampak

baik bagi peminjam untuk mencukupi modal usaha mareka.

Tabel 4.9
Tanggapan responden terhadap perkembangan usaha setelah
meminjam pada UPK

No Keterangan Jumlah | Persentase
1 Sangat Berkembang 15 28%
2 Berkembang 35 66%
3 Biasa-biasa saja 3 6%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 53 responden yang
dijadikan sampel menjawab usaha mareka sangat berkembang
setelah meminjam SPP yaitu 15 responden (28%), yang menjawab
berkembang 35 responden (66%), sedangkan yang menjawab biasa-
biasa saja hanya 3 responden (6%).

Perkembangan usaha yaitu adanya perubahan usaha dari
sebelumnya ke arah yang lebih baik, diantaranya yaitu dapat
menambah jumlah barang dagangan sehingga hasil usaha
meningkat, dan juga modal bertambah sehingga dengan modal yang
bertambah tentunya dapat meningkatkan usahnya. Berdasarkan
wawancara dengan salah satu responden yang bernama ibu Aisyah
yang berjualan di sebuah kios mengatakan ada perkembangan

usahanya.
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“Saya dapat menambah jumlah barang dagangan setelah

meminjam dana pada UPK, dulu saya cuma menjual beberapa

jenis, sedangkan sekarang dapat menjual lebih banyak, hasil
pendapatan dari usaha ini juga alhamdulillah meningkat”

(Wawancara dengan Ibu Aisyah, 27 Juni 2018).

Berdasarkan jawaban responden yang dijadikan sampel yaitu
sebanyak 53 orang, mayoritas menjawab mengalami perkembangan
usaha setelah meminjam dana SPP pada UPK, sehingga dapat
disimpulkan SPP berdampak positif bagi peminjam dalam

perkembangan usaha peminjam.

Tabel 4.10
Tanggapan responden terhadap peningkatan pendapatan
setelah meminjam pada UPK

No Keterangan Jumlah Persentase
1 | Sangat Meningkat 17 11%
2 Meningkat 34 83%
3 | Biasa-Biasa Saja 2 6%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 53 responden yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini menyatakan pendapatan
mareka sangat meningkat setelah meminjam pada UPK sebanyak 17
responden (11%), yang menjawab meningkat 34 responden (83%),

sedangkan yang menjawab biasa-biasa saja hanya 2 responden (6%).
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Pendapatan adalah penghasilan yang di terima oleh seseorang
dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu
yang dapat berupa barang atau jasa. Peningkatan pendapatan mareka
mengindikasikan bahwa perekonomian keluarga juga meningkat
karena pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga di dalam rumah tangga.

Dana yang diberikan oleh SPP sangat membantu dalam
pemenuhan kebutuhan rumah tanggga. Dana pinjaman di gunakan
untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha
baru kaum perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang
modalnya kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa
mendapatkan pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden ibu Elly
menyatakan:

“Pendapatan keluarga meningkat, dulu hanya mengandalkan

pendapatan suami, sekarang dapat membantu menambah

pendapatan dengan mulai berusaha membuat kerupuk jengek
dengan modal pinjaman dari UPK” (Wawancara dengan Ibu

Elly, 27 Juni 2018).

Ibu Elly yang awalnya hanya sebagai ibu rumah tangga kini
memiliki usaha setelah mendapatkan pinjaman modal untuk usaha.
Peningkatan pendapatan menyebabkan berbagai kebutuhan yang
awalnya belum terpenuhi secara maksimal menjadi terpenuhi.

Dengan banyaknya responden yang menjawab pendapatan
mareka meningkat setelah meminjam dana pada UPK tentunya dana
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SPP ini berdampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga salah

satunya dengan peningkatan pendapatan anggota SPP. Salah satu

responden ibu Nur Azizah juga menyatakan:

“Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu dalam

pemenuhan kebutuhan

rumah

tangga.

Dana pinjaman

digunakan untuk menambah modal usaha yang kurang, untuk

memulai usaha baru bagi kaum perempuan yang tidak

mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang modalnya

kurang untuk membangun usaha, sekarang bisa mendapatkan

pendapatan sehingga ekonomi pun meningkat” (Wawancara

dengan Ibu Nur Azizah, 28 Juni 2018).

dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

Tabel 4.11
Tanggapan responden apakah setelah meminjam dana SPP

No Keterangan Jumlah Persentase
1 | Sangat membantu 10 19%
2 | Membantu 41 7%
3 | Biasa-biasa saja 2 4%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 53

responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 10

responden (19%) menjawab SPP sangat membantu untuk memenubhi

kebutuhan pokok sehari-hari keluarga dan 41 responden (77%)

menjawab membantu, dan sisanya 2 responden (4%) menjawab

biasa-biasa saja.
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Kebutuhan pokok sehari-hari merupakan suatu kebutuhan
yang sangat mendasar bagi individu, kebutuhan pokok sehari-hari
yaitu kebutuhan makan dan minum. Tanpa tercukupinya kebutuhan
ini peminjam belum dapat dikatakan mengalami peningkatan
ekonominya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu responden
menyatakan:

“SPP ini sangat membantu, ada orang desa ini yang untuk

makan sehari-hari aja susah, namun setelah meminjam pada

UPK tercukupi kebutuhan sehari-hari walaupun makan kadang

hanya dengan telur” (Wawancara dengan ibu Juariyah 27 Juni

2018).

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan jawaban responden
mayoritas menjawab membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari artinya dengan adanya SPP ini sudah memberikan dampak yang

baik bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Tabel 4.12
Tanggapan responden apakah setelah meminjam dana SPP
dapat membantu memenuhi kebutuhan pakaian dan tempat

tinggal yang layak

No Keterangan Jumlah Persentase
1 | Sangat Membantu 6 11%
2 | Membantu 44 83%
3 | Biasa-Biasa Saja 3 6%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018



91

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang
menjawab sangat membantu 6 responden (11%), yang menjawab
membantu 44 responden (83%), sedangkan yang menjawab biasa-
biasa saja 3 responden (6%).

Mendapatkan kebutuhan dasar seperti pakaian dan tempat
tinggal adalah hal paling dasar bagi setiap manusia. Salah satu visi
UPK juga adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat.

Mayoritas responden menjawab membantu, jadi SPP ini dapat
berdampak positif bagi peminjam memenuhi kebutuhan dasarnya
yaitu kebutuhan akan pakaian dan tempat tinggal yang layak bagi
keluarganya.

Tabel 4.13
Tanggapan responden setelah meminjam dana SPP dapat

memberikan pendidikan lebih lanjut kepada anak

No Keterangan Jumlah | Persentase
1 Sangat membantu 37 70%
2 Membantu 11 21%
3 Biasa-Biasa Saja 5 9%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang

menjawab SPP sangat membantu untuk memberikan pendidikan
lebih lanjut bagi anaknya yaitu 37 responden (70%), yang menjawab
cukup membantu 11 responden (21%), dan yang menjawab biasa-
biasa saja 5 responden (9%).
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Aspek pendidikan memegang peranan yang sangat penting
karena melalui pendidikan dapat ditentukan sejauh mana masyarakat
akan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan
memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam mencapai
hidup sejahtera.

Biaya pendidikan yang mahal telah merambah di hampir
semua jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar, jenjang
pendidikan menengah maupun jenjang pendidikan tinggi, sehingga
masyarakat miskin tidak dapat mengakses pendidikan karena biaya
yang mahal tersebut. Dengan adanya SPP ini dapat digunakan oleh
masyarakat yang membutuhkan untuk biaya pendidikan anaknya.
Salah satu responden menyatakan:

“Saya menggunakan pinjaman ini untuk biaya anak sekolah

dan juga untuk modal usaha saya, alhamdulillah hasil dari

usaha saya dapat saya gunakan untuk keperluan lainnya juga”

(Wawancara dengan ibu Juariyah, 27 Juni 2018).

Responden lainnya juga menyatakan:

“Dana pinjaman yang diberikan oleh UPK saya manfaatkan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli

keperluan sekolah anak, membayar biaya sekolah dan lain

sebagainya” (Wawancara dengan ibu Maya, 27 Juni 2018).

Mayoritas responden berdasarkan hasil kuesioner dan
wawancara menjawab sangat membantu, jadi dapat disimpulkan
SPP memiliki dampak positif bagi peminjam untuk dapat
memberikan pendidikan lebih lanjut kepada anaknya.
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Tabel 4.14
Tanggapan responden setelah meminjam dana SPP dapat

membantu memenuhi Kebutuhan kesehatan keluarga

No Keterangan Jumlah | Persentase
1 | Sangat Membantu 11 21%
2 Membantu 39 73%
3 Biasa-Biasa Saja 3 6%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang
menjawab sangat membantu 11 responden (21%), yang menjawab
membantu 39 responden (73%), sedangkan yang menjawab biasa-
biasa saja 3 responden (6%).

Kesehatan merupakan suatu yang sangat penting, tanpa adanya
kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat yang
produktif. Kesehatan yang kurang baik menunjukkan modal manusia
yang rendah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas.
Sementara itu pada umumnya masyarakat miskin sulit mengakses
fasilitas kesehatan karena kekurangan biaya.

Aspek kesehatan juga merupakan indikator untuk mengetahui
tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan yang tinggi
akan dicapai jika seluruh atau sebagian besar masyarakat bisa
menjangkau sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Dengan
banyaknya masyarakat yang sehat berarti tingkat kesejahteraannya
sudah semakin membaik.

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 53 responden

mayoritas menjawab setelah meminjam dana SPP dapat memenuhi
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kebutuhan kesehatan keluarga, jadi SPP juga berdampak positif bagi
peminjam dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya.

Tabel 4.15
Tanggapan responden terhadap SPP dapat membantu

perekonomian keluarga

No Keterangan Jumlah | Persentase
1 Sangat Membantu 45 85%
2 Cukup Membantu 8 15%
3 Biasa-Biasa Saja 0 0%
Jumlah 53 100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden
SPP dapat membantu perekonomian keluarga sebesar 45 responden
(85%) menjawab sangat membantu, 8 responden (15%) menjawab
cukup membantu.

Dengan adanya program SPP dapat meningkatkan
perekonomian rumah tangga dan dapat meningkatkan usaha dan
pendapatan masyarakat kaum perempuan. Dana pinjaman digunakan
untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat sehingga taraf
hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Mayoritas  responden  menjawab sangat membantu
perekonomian keluarga dengan meminjam dana SPP vyaitu ada
sebanyak 45 responden yang menjawab sangat membantu. Sehingga
dapat disimpulkan SPP ini membawa dampak yang baik bagi

perekonomian masyarakat.
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Dari tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh peminjam dana
SPP yang dapat dilihat dari hasil angket yang diisi oleh responden
atau keluarga penerima dana pinjaman, dapat disimpulkan bahwa
SPP ini berdampak positif bagi masyarakat dilihat dari banyaknya
responden yang menjawab bahwa SPP ini sangat membantu mareka
dalam memenuhi kebutuhan dasar mareka.

SPP ini yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan
ekonomi dan kesejateraan keluarga, dalam hal peningkatan ekonomi
dapat dilihat dari banyaknya responden yang menjawab pendapatan
mareka meningkat setelah meminjam dana SPP, dan usaha mareka
juga mengalami perkembangan. Adapun visi UPK Kecamatan Pidie
yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,
kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dalam hal
kesejahteraan dapat dilihat mayoritas responden menjawab SPP ini
sangat membantu mareka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan serta kesehatan
keluarga.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan responden di
lapangan dan pengumpulan data melalui kuesioner tentang dampak
simpan pinjam kelompok perempuan bagi peningkatan ekonomi
keluarga, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan
simpan pinjam kelompok perempuan di Kecamatan Pidie pada
Kelompok Simpan Pinjam kelompok Perempuan secara umum
memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat
meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan modal
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untuk usaha, mayoritas responden juga menjawab pendapatan
mareka meningkat setelah meminjam pada UPK, peningkatan
pendapatan mengindikasikan adanya peningkatan ekonomi.

Hasil wawancara dengan ketua UPK juga mengatakan bahwa
SPP ini dapat membantu meningkatkan ekonomi peminjam:

“Menurut saya sangat membantu, banyak masyarakat yang

dulunya untuk kebutuhan sehari-hari pun masih sangat sulit,

tetapi setelah meminjam dan digunakan untuk modal usaha
adalah peningkatan ekonominya, minimal mareka untuk
makan sudah tidak susah lagi, ada juga yang dulu rumahnya
masih berlantai tanah, sekarang tidak lagi, malah ada yang
sudah bisa membeli kendaraan dengan hasil usahanya”

(Wawancara dengan ketua UPK, 26 Juni 2018).

Tidak sedikit masyarakat yang terbantu untuk meningkatkan
taraf hidup keluarganya walaupun sebagian anggota tidak
menggunakan dana pinjaman Simpan Pinjam kelompok Perempuan
tersebut untuk modal usaha sebagaimana mestinya, namun mareka
menggunakannya untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-
hari mareka.

Jadi dapat disimpulkan Simpan Pinjam kelompok Perempuan
di Kecamatan Pidie berdampak positif bagi masyarakat dimana dari
53 kuesioner yang di sebarkan menjawab pendapatan mareka
meningkat setelah meminjam dana SPP dan juga dapat membantu

mareka dalam memenuhi kebutuhan pokok mareka, pakaian, tempat



97

tinggal, pendidikan, kesehatan, sehingga dengan meningkatnya
ekonomi maka kesejahteraan juga meningkat.

4.2.3 Tinjauan ekonomi Islam terhadap Pembiayaan Simpan
Pinjam kelompok Perempuan (SPP)

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisa
pembiayaan SPP dalam perspektif Ekonomi Islam, penulis melihat
dari segi mekanisme SPP maupun dampaknya bagi peminjam
apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Dalam aspek bisnis dan transaksi Islam mempunyai sebuah
sistem ekonomi yang dinamakan sistem ekonomi syariah, dimana
sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang berbasiskan nilai-
nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan
hadits.

Adapun ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan di
antaranya:

a. Pencapaian falah.

b. Distribusi adil dan merata.

c. Tersedianya kebutuhan dasar.

Dalam agama Islam, saling tolong-menolong dan membantu
antar sesama sangat dianjurkan apabila ada orang yang sangat
membutuhkan bantuan kita dalam hal kebaikan. Demikian juga
halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang
kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagaimana firman Allah
SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:



98

3 26@
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Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah [5]:2).

Berdasarkan ayat di atas apabila kita melihat tujuan
penyaluran dana untuk perempuan-perempuan yang mempunyai
usaha dan mareka mengalami kekurangan modal, maka sangatlah
tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam vyaitu untuk
pencapaian falah, dimana dalam lapangan ekonomi, konsep falah
merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam.

Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang
dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh
bagian di dalam masyarakat. Seperti firman Allah dalam QS. Al-
Hasyr ayat 7:

Ko AT 5 03 0,56 Y o8

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang kaya saja di antara kamu”. (Qs. Al-Hasyr [59]:7)

Dengan adanya Simpan Pinjam kelompok Perempuan ini
masyarakat miskin juga dapat meminjam dana, sehingga harta tidak
hanya di antara orang-orang kaya saja, tapi masyarakat miskin juga
dapat merasakannya, sehingga distribusi pendapatan adil dan

merata.
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Kemudian juga oleh sebagian peminjam menggunakan dana
pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan
pokok sehari-hari, sandang, tempat tinggal yang layak, pendidikan
dan kesehatan. Dimana kita ketahui salah satu tujuan ekonomi Islam
yaitu tersedianya kebutuhan dasar. Mendapatkan kebutuhan hidup
dasar minimal merupakan salah satu hak mendasar setiap manusia,
dan dengan adanya SPP ini membantu masyarakat untuk mencukupi
kebutuhan dasar mareka.

Harta material (maal) sangat dibutuhkan, baik untuk
kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta
untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah,
kendaraan, perhiasaan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainnya
untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu hampir semua
ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infag, sedekah, haji,
menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-
lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah,
termasuk menjalankan ibadah (P3EI, 2014:6-7).

Adapun berbicara tentang sistem pembiayaan yang digunakan
berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UPK sejak tahun 2015
mareka tidak menggunakan sistem bunga lagi, tetapi beralih ke
sistem ekonomi Islam yaitu dengan menggunakan akad pembiayaan
murabahah.

Namun setelah di analisa lebih lanjut pembiayaan murabahah
yang dipraktekkan pada UPK belum sesuai dengan konsep figh, hal
ini dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik
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UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah
ditetapkan. Dalam hal ini UPK bertindak sebagai penjual sementara
UPK pada saat itu tidak memiliki barang yang dijual kepada
nasabah.

Dalam hadits nabi disebutkan (Al-Albani, 2007:315):

Vi 8k LI G Rr B4 Y 8 80 3 JB 06 a0 3 A e

NS

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, “Rasulullah SAW
bersabda, “Tidak diperbolehkan (tidak halal) untuk menjual barang
yang bukan milikmu, atau mengambil keuntungan dari barang yang

belum berada padanya”.

Jadi berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang jual beli
barang yang belum berada pada pihak penjual. Sedangkan pada
pembiayaan murabahah di UPK, UPK yang bertindak sebagai
penjual belum memiliki barangnya sedangkan keuntungan dari
harga jual barang sudah ditetapkan.

Akan tetapi jika akad murabahah dilakukan dengan
mewakilkan pembelian barang kepada peminjam atas izin dan kuasa
dari UPK, dan akad dibuat secara terpisah maka hal ini sejalan
dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah pada poin 9 yang berbunyi “Jika bank hendak

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
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ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang
secara prinsip menjadi milik bank”.

Berdasarkan fatwa di atas bahwa UPK boleh melakukan
wakalah untuk pembelian barang kebutuhan nasabah, hanya saja
untuk akad jual belinya harus dilakukan setelah barang tersebut
“secara prinsip” sudah dibeli oleh UPK. Hal ini mengindikasikan
bahwa akad murabahah harus bebas dari riba. Karena jika UPK
melakukan akad murabahah sebelum barang dimiliki UPK, maka
margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan
menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat
memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah
diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan tertentu.
Riba bisa saja muncul dari jual beli dengan konsep murabahah jika
keuntungan diambil setelah nasabah berhutang. Sedangkan
tambahan yang muncul dari akad hutang piutang adalah riba yang
dilaknat oleh Allah.

Dalam kaidah figh disebutkan bahwa (Djazuli, 2006:138):

c 3% Z.4%, g, L% §1E
.;j—@—’wﬁ'gﬁﬁy

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor)
adalah sama dengan riba”.

Adapun jika dilihat lebih lanjut, termasuk kedalam riba Qardh,
menurut Ismail (2011:12) riba gardh adalah suatu tambahan atau
kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak

pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan
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bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah
tertentu  kepada pihak peminjam pada saat peminjam
mengembalikan pinjamannya.

Selanjutnya dari segi mekanisme pengembalian SPP sudah
sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu pemberian tenggang
waktu diberikan kepada nasabah yang tidak mampu mengembalikan
pokok dan marginnya tepat waktu, dan bagi nasabah yang tidak
membayar pokok dan margin tepat waktu tidak dikenakan denda.

Dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 280 Allah berfirman:
7 152 3 A, }&,;a/°ﬂ@/’./‘ E s 1 f,/{..,} ’;{’./
Os3R5 1287 0) 20 12 108 Off gas ) 558 528 53 D870

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Bagarah [2]: 280).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memberi tenggang
waktu apabila orang yang berhutang tidak sanggup membayarnya,
hingga dia berkelapangan. Hal ini sudah sesuai dengan praktek yang
ada di UPK, dimana apabila peminjam tidak sanggup membayar,
maka jangka waktu akan diperpanjang hingga peminjam sanggup
melunasi hutangnya.

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga bersabda (Al-Asgalani,
2005:69-70):
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Artinya: Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya ia
mendengar dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
“Pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada manusia.
Apabila ia melihat orang yang kesulitan, maka dia berkata kepada
para pelayannya, ‘Berilah kemudahan untuknya, mudah-mudah
Allah memberi kemudahan kepada kita’. Maka, Allah memberi
kemudahan kepadanya.

Dalam hadits Rasulullah lainnya disebutkan (Ahmad, 2010:691):

d‘u—“ ;"L'“\J’J‘Ju" J.M_euﬁ 5 Gl dLml.w dL;w:\L.,.x;-
)HJ‘“"MJJ@\Q“ JU’//W}ZSJ\JWAD\J}“)Q\%I&&\U; Cj\.,o
ol 37 exe A g a0 Al g

Artinya: Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Daud bin
Qais menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Abu
Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa
yang memberikan tempo pembayaran kepada yang kesusahan atau
memaafkannya, kelak Allah akan melindunginya di bawah

perlindungan Arsy pada hari kiamat.
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Jadi, berdasarkan hadits di atas barang siapa yang memberi
tenggang waktu bagi orang yang berutang maka Allah akan
melindunginya dan memberi kemudahan kepadanya.

Selanjutnya juga dalam hal denda, apabila peminjam tidak
mampu mengembalikan pinjamannya tidak tepat waktu tidak
dikenai denda, hal ini sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.
Apabila dikenai denda saat terlambat membayar maka termasuk
kedalam riba jahiliyah, menurut Ismail (2011:13) riba jahiliyah
merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan
pembayaran dari si peminjam sesuai dengan jangka waktu
pengembalian yang telah diperjanjikan. Dalam hal pinjaman pada
UPK ini tidak termasuk kedalam riba jahiliyah.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan jika
ditinjau dari segi mekanisme SPP yaitu akad pembiayaan yang
digunakan belum sesuai dengan konsep figh di dalam ekonomi
Islam, namun dari segi mekanisme pengembaliannya sudah sesuai
dengan ekonomi Islam, dimana peminjam yang tidak mampu untuk
membayar diberi tenggang waktu dan tidak dikenai denda.
Kemudian jika ditinjau dari segi dampak SPP bagi keluarga
peminjam sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, dimana tujuan
ekonomi Islam yaitu pencapaian falah dan juga kesejahteraan
ekonomi, dengan adanya SPP ini tercukupinya kebutuhan dasar
peminjam, meliputi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan dan
minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan juga
SPP ini dapat meratakan distribusi pendapatan, dimana masayarakat
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yang membutuhkan modal usaha sulit untuk mengakses lembaga
keuangan seperti bank sehingga dapat meminjam di UPK, dan modal
tersebut dapat digunakan untuk usahanya sehingga dapat
meningkatkan pendapatan.

Berikut ini penulis membuat skema tinjauan ekonomi Islam
terhadap Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dari segi

dampak dan mekanismenya:

Tinjauan
Ekonomi Islam

4 A

Dam‘pak Meka;isme

1. Pencapaian 1. Pembiayaan
falah Murabahah

2. Distribusi 2. Pemberian
adil dan tenggang
merata waktu

3. Tersedianya 3. Tidak ada
kebutuhan denda
dasar

Gambar 4.2 Skema tinjauan ekonomi Islam terhadap SPP



BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme SPP di UPK Kecamatan Pidie harus melalui
beberapa prosedur, yaitu: pengajuan pinjaman, proses
verifikasi, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman.
Adapun akad pembiayaan yang digunakan oleh UPK
Kecamatan Pidie dalam menyalurkan pembiayaannya yaitu
menggunakan akad murabahah.

2. SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan
ekonomi keluarga, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara
dan pembagian kuesioner dimana responden menyatakan
modal usaha tercukupi, usaha mengalami perkembangan,
pendapatan meningkat, dan juga dapat membantu untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian, tempat
tinggal, pendidikan dan kesehatan keluarga.

3. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dari segi dampaknya
sudah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu pencapaian
falah, distribusi adil dan merata, tersedianya kebutuhan
dasar. Sedangkan dalam hal mekanisme penggunaan akad
murabahah dalam pembiayaan SPP ini belum sesuai dengan
konsep figh, adapun dalam hal mekanisme pengembalian
pinjaman sudah sesuai dengan ekonomi Islam dimana
apabila tidak mampu membayar diberi tenggang waktu dan
tidak dikenai denda.
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5.2 Saran

1. Kepada UPK Kecamatan Pidie, sebagai lembaga yang
diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola
dana bergulir yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu
untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat perdesaan,
serta pemerataan pembangunan perdesaan sehingga dalam
menjalankan pengelolaan dana seharusnya mengunakan akad
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
supaya dana yang digulirkan terhindar dari unsur riba yang
dilarang dalam agama.

2. Dalam menyerahkan dana pembiayaan senantiasa pengelola
mengetahui penggunaan dana, sehingga terhindar dari
penggunaan untuk usaha yang tidak dihalalkan dalam syariat
serta menjadi tepat penggunaanya.

3. Kepada masyarakat hendaknya menggunakan dana pinjaman
yang diberikan oleh UPK untuk hal yang bermanfaat
sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan terjemahannya. (2008). Departemen Agama RI.
Bandung: Diponegoro.

Abdullah, B dan Saebani BA. (2014). Metode Penelitian Ekonomi
Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.

Afrida, Y. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,
Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (2), 155-166 (Gustika, 2016).

Ahmad, |. Musnad Imam Ahmad Jilid 8. Jakarta: Pusataka Azzam.

Aisyah. (2018). Wawancara Pembiayaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga. Desa Cot
Teungoh, Kecamatan Pidie.

Al-Albani, MN. (2007). Shahih Sunan lIbnu Majah Buku 2. Jakarta:
Pustaka Azzam.

Al-Asgalani, IH. (2005). Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al
Bukhari (Jilid.12). Jakarta: Pustaka Azzam.

Alma, B dan Priansa, DJ. (2014). Manajemen Bisnis Syariah:
Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis
Kotemporer. Bandung: Alfabeta

Antonio, MS. (2011). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta:
Gema Insani.

Arifianto, H. (2015). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektivitas
Kredit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada
Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang). Artikel. Malang: Universitas Brawijaya.

Ath-Thawil, NS. (1990). Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-
Negara Muslim, Bandung: Mizan.

108



109

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2017). Kemiskinan di Pidie
tahun 2016. Diakses dari https://pidiekab.bps.go.id/. Pada
tanggal 30 September 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2017). Jumlah penduduk
perempuan di kecamatan Pidie tahun 2016. Diakses dari
https://pidiekab.bps.go.id/. Pada tanggal 30 September 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2017). Kemiskinan di Aceh tahun
2016. Diakses dari http://aceh.bps.go.id/. Pada tanggal 30
September 2017.

Chaudhry, MS. (2012). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. Jakarta:
Kencana.

Djazuli, HA. (2006). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum
Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.
Jakarta: Kencana.

Elly. (2018). Wawancara Pembiayaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga. Desa
Gajah Ayee, Kecamatan Pidie.

Eriasti, M. (2010). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Simpan pinjam kelompok perempuan (PNPM-SPP)
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Gajah Air
Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi
Islam. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Fatwa DSN: No0.04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah bil Wakalah.
Diakses dari https://dsnmui.or.id/. Pada tanggal 17 Juni 2018.

Fargomeli, F. (2014). Interaksi Kelompok Nelayan dalam
Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji
Kabupaten Maba Halmahera Timur, Acta Diurna, 3 (3), 1-17.

Gustika, R. (2016). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap
Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab.


http://aceh.bps.go.id/
https://dsnmui.or.id/

110

Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UKM, Apresiasi
Ekonomi, 4 (2), 107-115.

Hadi, K. (2012). Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator
Perusahaan Islami, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata
Sosial, 1 (3), 140-150.

Haryadi. (2015). Pemilihan Bentuk Badan Hukum Sebagai Upaya
Penyelamatan Dana bergulir program PNPM Mandiri Perkotaan
dan Perdesaan, Bisnis & Manajemen, 16 (2), 70-79.

llyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Jurnal
Penelitian, 1 (9), 183-204.

Irwan. T. (2018). Wawancara Pembiayaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau
menurut Perspektif Ekonomi Islam. Kantor UPK Kecamatan
Pidie.

Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.

Juariyah. (2018). Wawancara Pembiayaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga. Desa

Tumpok 40, Kecamatan Pidie.

Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta:
Rajawali Pers.

Kasmir. (2008). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

Kasmir. (2007). Kewirausahaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M. (2009). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.
Jakarta: Erlangga.

Laksamana, Y. (2009). Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan
Pembiayaan di Bank Syariah. Jakarta: Elek Media Komputindo.



111

Manan, A. (2012). Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.

Maramis. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi,
Investasi, dan Ekspor Neto di Indonesia dan Sulawesi Utara
Sebelum dan Sesudah Krisis Finansial Global Tahun 2008,
EMBA, 1 (4), 1431-1443.

Mardani. (2013). Figh Ekonomi Syari’ah: Figh Muamalah. Jakarta:
Kencana.

Marthon, S.S. (2007). Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi
Global. Jakarta: Zikrul Hakim.

Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi.
Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN.

Nasution. M.E. (2006). Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam. Jakarta:
Kencana.

Poerwadarminto, W.J.S. (1999). Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.

Purnamasari, NI. (2015). Pengaruh Program Pemerintah PNPM
Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)
Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta
Utara Kabupaten Kutai Timur. IImu Pemerintahan. 3 (1), 16-27.

P3EI. (2014). Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press.

Qardhawi, Y. (2001). Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam.
Jakarta: Robbani Press.

Ruslan, R. (2004). Metode Penelitian Public Relations dan
Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saebani, A. (2016). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP
KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas). Skripsi.
Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



112

Samuelson, PA dan Nordhaus, WD. (1992). Makroekonomi. Jakarta:
Erlangga.

Sartika, M. (2018). Wawancara Pembiayaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga. Desa Cot
Rheng, Kecamatan Pidie.

Sugiyarto. (2015). Kemisikinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah
Tangga di Kabupaten Bojonegoro, Agro Ekonomi, 26 (2), 115-
120.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2008. Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Sumawinata, S. (2004). Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta:
Gramedia.

Tim Pustaka Phoenix. (2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
PT Media Pustaka Phoenix.

Tohar, M. (2000). Membuka usaha Kecil. Yogyakarta: Kanisius
(Anggota IKAPI).

Umar, H. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zakir, M. (2011). Peranan Program Nasional Pemberdayaan
masyarakat mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan usaha
mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Bangkinang Seberang
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Riau:
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



113

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
KUESIONER

PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
(SPP) TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PADA UPK KECAMATAN PIDIE
KABUPATEN PIDIE).

PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Ibu/Sdri Responden yang terhormat,

Dalam kuesioner ini diberikan sejumlah pertanyaan yang dibuat
khusus untuk keperluan pengumpulan data dalam rangka penelitian
skripsi saya.

Informasi yang Ibu/Sdri berikan akan sangat membantu saya
dalam menyusun penelitian ini. Untuk itu mohon kiranya lbu/Sdri
mengisinya dengan sebenarnya. Seluruh jawaban yang Ibu/Sdri berikan
akan kami rahasiakan sepenuhnya.

Atas partisipasi dan bantuan Ibu/Sdri, saya mengucapkan
banyak terima kasih, semoga Allah membalas segala bantuan kebaikan
Ibu/Sdri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap aktivitas Kita

semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Hormat saya,

Raishatul Nadra
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PETUNJUK PENGISIAN
1. Dibawah ini tersedia kotak pilihan untuk diisi berdasarkan pilihan
yang ditentukan oleh para responden.

2. Berilah tanda centang (V) pada jawaban yang dipilih dan sesuai

menurut responden.

A. IDENTITAS RESPONDEN

LNAMA oo (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Usaha :
3. Umur
[ ] <25 tahun [ 36-40 tahun
|:| 25-30 tahun |:| 40 tahun — 50 tahun
[ ] 31-35 tahun
4 . Status
|:| Kawin
[ ] Belum Kawin
[ ] Janda
5. Jumlah Tanggungan Keluarga
[Jo-2 orang [ ] 9-10orang
[ ]3-5o0rang [] > 10 orang
[J6-8 orang
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6. Pendidikan Terakhir

[ ] Tidak bersekolah [ ]smA
[ 1sDp ] Perguruan Tinggi
[]smp

7. Apakah pendapatan suami cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarga?

[ ] Cukup
[ ] Pas-pasan
[ ] Tidak Cukup

8. Alasan meminjam pada UPK?

] Untuk memenuhi kebutuhan keluarga
[ ] Untuk modal usaha

B. LEMBAR PERTANYAAN

Dampak Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP)

terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga

1. Apakah setelah meminjam pada UPK kebutuhan untuk modal
usaha anda tercukupi?
a. Sangat tercukupi
b. Tercukupi
c. Biasa-biasa saja

2. Apakah wusaha anda mengalami perkembangan setelah
meminjam pada UPK Kecamatan Pidie?
a. Sangat berkembang

b. Berkembang
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c. Biasa-biasa saja

. Apakah pendapatan/penghasilan yang anda peroleh meningkat
setelah meminjam pada UPK?

a. Sangat meningkat

b. Meningkat

c. Biasa-biasa saja

. Apakah setelah mendapat pinjaman SPP ini dapat membantu
anda dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari keluarga
anda?

a. Sangat membantu

b. Membantu

c. Biasa-biasa saja

. Apakah setelah mendapat pinjaman SPP ini dapat membantu
anda untuk mencukupi kebutuhan akan pakaian dan tempat
tingal yang layak bagi keluarga anda?

a. Sangat membantu

b. Membantu

c. Biasa-biasa saja

. Apakah setelah mendapat pinjaman SPP ini dapat membantu
anda untuk memberikan pendidikan lebih lanjut kepada anak
anda?

a. Sangat membantu

b. Membantu

c. Biasa-biasa saja
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. Apakah setelah mendapat pinjaman SPP ini membantu anda
dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga anda?

a. Sangat membantu

b. Membantu

c. Biasa-biasa saja

. Apakah dengan adanya SPP membantu perekonomian
keluarga?

a. Sangat membantu

b. Membantu

c. Biasa-biasa saja
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RespNo(;den Jenis Usaha Alamat
1 Produksi Kerupuk Jengek Desa Gajah Aye
2 Produksi Kerupuk Jengek Desa Gajah Aye
3 Produksi Kerupuk Jengek Desa Gajah Aye
4 Produksi Kerupuk Jengek Desa Gajah Aye
5 Produksi Kerupuk Jengek Desa Gajah Aye
6 Berdagang Desa Gajah Aye
7 Produksi Kerupuk Tempe Desa Gajah Aye
8 Produksi Kerupuk Tempe Desa Gajah Aye
9 Produksi Kerupuk Aweh Desa Gajah Aye
10 Produksi Kerupuk Aweh Desa Gajah Aye
11 Jualan Kios Desa Cot Teungoh
12 Jualan Kios Desa Cot Teungoh
13 Photocopy Desa Cot Teungoh
14 Jualan Sayur Desa Cot Teungoh
15 Jualan Nasi Desa Cot Teungoh
16 Berdagang Desa Cot Teungoh
17 Berdagang Desa Cot Teungoh
18 Menjahit Desa Cot Teungoh
19 Jualan Nasi Desa Cot Teungoh
20 Membuat Kue Desa Cot Teungoh
21 Berdagang Desa Cot Teungoh
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Res;\(l;den Jenis Usaha Alamat
22 Jualan Mie Caluek Desa Cot Teungoh
23 Berdagang Desa Cot Teungoh
24 Membuat Cincin Sumur Desa Cot Rheng
25 Menjual Gas Desa Cot Rheng
26 Menjahit Desa Cot Rheng
27 Jual Baju dikampung Desa Cot Rheng
28 Jualan Kosmetik Desa Cot Rheng
29 Jualan pulsa Desa Cot Rheng
30 Jualan kios Desa Cot Rheng
31 Bertani Sayur Desa Cot Rheng
32 Doorsmeer Desa Cot Rheng
33 Menjahit Desa Cot Rheng
34 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
35 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
36 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
37 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
38 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
39 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
40 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
41 Produksi Emping Melinjo Desa Tumpok 40
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Lampiran 2. Tabel Lanjutan

No
Jenis Usaha Alamat
Responden
42 Menjual baju dikampung | Desa Gampong Pukat
43 Berdagang Desa Gampong Pukat
44 Berdagang Desa Gampong Pukat
45 Membuat Kue Desa Gampong Pukat
Berternak ayam dan
46 Desa Gampong Pukat
bebek
47 Bertani Desa Gampong Pukat
Menjual aksesoris dan
48 Desa Gampong Pukat
pulsa
49 Doorsmeer Desa Gampong Pukat
50 Jualan Mie Caluek Desa Gampong Pukat
51 Jualan Kios Desa Gampong Pukat
52 Jualan Nasi Desa Gampong Pukat
53 Berdagang Desa Gampong Pukat
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Lampiran 3. Data Hasil Wawancara
DATA NARASUMBER
KETUA UPK DAN KETUA KELOMPOK PEMINJAM

NO NAMA
Teuku Irwan (Ketua UPK)

Ibu Elly (Ketua kelompok peminjam)

Ibu Aisyah (Ketua kelompok peminjam)

Ibu Maya Sartika (Ketua kelompok peminjam)

Juariyah (Ketua kelompok peminjam)

o O B W N

Nur Azizah (Ketua kelompok peminjam)
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Ketua UPK:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman di UPK Kecamatan Pidie?

2. Bagaimana prosedur pengembalian pinjaman di UPK Kecamatan
Pidie?

3. Akad pembiayaan apa yang digunakan di UPK Kecamatan Pidie?

4. Bagaimana apabila peminjam tidak sanggup mengembalikan
pinjamannya?

5. Bagaimana menurut bapak apakah SPP ini membantu meningkatkan

ekonomi peminjam?

Pedoman Wawancara untuk Peminjam:

1. Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?

2. Apakah ibu merasakan SPP ini bermanfaat bagi peningkatan
ekonomi keluarga?

3. Apakah usaha ibu mengalami perkembangan?
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TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Ketua UPK Kecamatan

Pidie

Nama
Jabatan
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

Peneliti:

Teuku Irwan:

: Teuku Irwan

: Ketua UPK

: Selasa, 26 Juni 2018

:10.00 WIB

: Kantor UPK Kecamatan Pidie

Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dan
pengembalian pinjaman di UPK Kecamatan Pidie
pak?

Pertama para peminjam harus membentuk kelompok
terlebih dahulu, yang terdiri dari minimal 5 orang dan
maksimal 20 orang, setelah itu mengambil berkas
proposal pengajuan pinjaman dan juga melengkapi
syarat-syaratnya, syarat-syaratnya nanti dapat dilihat
di SOP, kemudian setelah semua persyaratan
dilengkapi diserahkan ke kantor UPK, kemudian
kami akan mengirim tim verifikasi, untuk menilai
kelompok tersebut apakah layak untuk diberikan
pinjaman, apabila dinyatakan layak maka akan kami
berikan pinjaman, biasanya dana akan cair sekitar 2

sampai 3 minggu setelah proses verifikasi selesai, dan



Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:

Teuku Irwan:
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apabila dinyatakan tidak layak, maka dapat
memperbaiki usulannya dan mengajukan usulan pada
periode perguliran berikutmya. Adapun cara
pengembalian pinjamannya per bulan dalam jangka
waktu 12 bulan, dan apabila tidak sanggup membayar
nantinya akan kami perpanjang lagi jangka waktunya.
Akad pembiayaan apa yang digunakan di UPK
Kecamatan Pidie?

Akad pembiayaan yang digunakan vyaitu akad
pembiayaan murabahah.

Bagaimana mekanisme pembiayaan akad murabahah
ini pak?

Contoh misal ada peminjam mau meminjam dana
untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan
untuk usaha, kemudian dia menyebutkan berapa
biaya yang dibutuhkan, selanjutnya pihak UPK dan
peminjam melakukan akad pembiayaan murabahah,
dimana di dalam akad murabahah tercantum berapa
jumlah pokok pembiayaan dan margin keuntungan
yang telah ditetapakan yaitu 9,6% dari pokok
pembiayaan dan telah dispekati oleh kedua belah
pihak. Kemudian oleh pihak UPK mewakalahkan
pihak peminjam untuk membeli sendiri barang yang
dibutuhkan  dengan  penyerahan dana dan

menandatangani akad wakalah.



Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:
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Yang menandatangani akadnya siapa pak?

Ketua kelompok, para anggota di wakilkan oleh
anggota kelompok, akadnya ini tercantum di dalam
proposal.

Berapa maksimal pinjamannya pak?

Maksimal pinjaman 10 juta, sedangkan jangka waktu
pengembalian diperpanjang apabila nasabah tidak
sanggup membayar, dan ada malah nasabah tidak
membayar lagi.

Jadi jika tidak dibayar lagi gimana pak? Apakah tidak
ada hukuman?

Karena ini sifatnya pemberdayaan tidak boleh
memaksa masyarakat, hukumannya kepada desanya,
desa tersebut tidak diberikan pinjaman lagi kepada
orang lain yang ada di desa tersebut.

Jadi tidak boleh lagi orang lain mengajukan pinjaman

pak?

Teuku Irwan: lya, misal desa A sudah menunggak sekitar 30%,

maka desa A dibekukan dana, tidak boleh untuk
dilanjutkan pinjaman di desa tersebut, termasuk
orang-orang lain terkena imbas, jadi menghukum
masyarakat, nanti orang lain pergi mengingatkan
kamu gak bayar-bayar, gara-gara kamu kami tidak

bisa meminjam, begitulah kira-kira, sehingga anggota



Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:

Teuku Irwan:

Peneliti:
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yang menunggak merasa bersalah dan melunasi
pinjamannya.

Berarti sisitem tanggung renteng tidak berjalan ya
pak?

lya, sulit masyarakat mau menanggung hutang yang
lain, namun ada juga sebagian yang mau ikut
mambantu melunasi pinjaman yang lain, dengan
meminjamkan uangnya terlebih dahulu sebentar,
nanti diganti lagi oleh yang tidak mampu membayar
tersebut.

Satu kelompok berapa orang pak?

Minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, tapi disini
rata-rata perkelompok sekitar 13 dan 14 orang, karena
kami memperkecil kelompok, tujuannya karena jika
rame 20 orang tidak sanggup kami kontrol lagi.
Peminjam ada disyaratkan untuk menyimpan dana
pak?

Tidak, cuma meminjam saja tidak harus menyimpan.
Pinjamannya digunakan untuk usaha atau ada hal
lain pak?

Untuk usaha, umumnya untuk usaha, sekitar 80%
untuk usaha, 20% lagi kadang untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangga.

Bagaimana menurut bapak apakah SPP ini membantu

meningkatkan ekonomi peminjam?



Teuku Irwan:

127

Dibilang membantu ya sangat membantu lah,
namanya juga ini pemberdayaan, menurut saya sangat
membantu, banyak masyarakat yang dulunya untuk
kebutuhan sehari-hari pun masih sangat sulit, tetapi
setelah meminjam dan digunakan untuk modal usaha
adalah peningkatan ekonominya, minimal mareka
untuk makan sudah tidak susah lagi, ada juga yang
dulu rumahnya masih berlantai tanah, sekarang tidak
lagi, malah ada yang sudah bisa membeli kendaraan
dengan hasil usahanya.

2. Transkrip Wawancara peneliti dengan peminjam

Nama
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat
Jenis Usaha

. Ibu Elly

: Rabu, 27 Juni 2018
:09.00 WIB

: Desa Gajah Ayee

: Produksi Kerupuk Jengek

Peneliti: Sudah berapa tahun kelompok ibu meminjam di UPK?
Ibu Elly: Sudah sekitar 5 tahun lebih kami meminjam di UPK.

Peneliti: Sudah lama ya bu.

Ibu Elly: lya

sudah lama.

Peneliti: Berapa orang jumlah anggota kelompok ibu?

Ibu Elly: Dikelompok saya ada 10 orang.



Peneliti:

Ibu Elly:

Peneliti:

Ibu Elly:

Peneliti:

Ibu Elly:

Peneliti:

Ibu Elly:

Peneliti:

Ibu Elly:
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Jenis usaha apa saja yang dijalankan anggota kelompok
ibu?

Pada kelompok kami semuanya membuat kerupuk,
hanya satu orang yang berdagang

Membuat kerupuk jengek semua bu?

Ada yang kerupuk tempe, kerupuk aweh, dan kerupuk
jengek.

Sudah lama masyarakat disini memiliki usaha kerupuk
jengek ini buk?

Sudah dari dulu saya SMA, masyarakat disini sudah
banyak yang membuat kerupuk untuk mencari uang
sampingan, ada juga yang sebagai pekerjaan pokok.
Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?
Untuk modal usaha.

Sebagai anggota SPP menurut ibu seberapa besar
manfaat SPP dalam meningkatkan ekonomi keluarga?
Manfaatnya modal untuk usaha bertambah, saya dapat
membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Sebelum meminjam dana SPP ini saya tidak bekerja,
hanya suami yang bekerja, kemudian setelah meminjam
pada UPK saya mulai membuat kerupuk jengek, hasil
pendapatan saya dapat saya tabung untuk digunakan
pada saat perlu nantinya. Saat sedang tidak ada uang

untuk membeli keperluan untuk membuat kerupuk



Peneliti:
Ibu Elly:
Peneliti:
Ibu Elly:

Peneliti:

Ibu Ellya:

Peneliti:
Ibu Elly:

Peneliti:
Ibu Elly:
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jengek saya menggunakan pinjaman dari UPK untuk beli
tepung kadang dan bahan-bahan lainnya.

Suami-suami ibu disini pada umumnya bekerja apa bu?
Ada yang kesawah, jualan dipasar.

Apakah penghasilan dari suami tidak mencukupi bu?
Pas-pasan, cuma untuk menambah penghasilan biasanya
ibu-ibu ikut bekerja.

Ada peningkatan pendapatan keluarga setelah
meminjam pada UPK bu?

Pendapatan  keluarga  meningkat, dulu hanya
mengandalkan pendapatan suami, sekarang dapat
membantu menambah pendapatan dengan mulai
berusaha membuat kerupuk dengan modal pinjaman dari
UPK.

Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya SPP ini?
Ya dapat membantu dengan adanya SPP, karena
bunganya pun tidak besar dibandingkan di bank,
masyarakat menengah ke bawah pada umumnya
kesulitan meminjam pada bank karena perlu jaminan
kalau di UPK kan tidak perlu jaminan, kemudian di UPK
jika kita tidak mampu membayar pada bulan ini
misalnya tidak dikenai denda, paling cuma diperingati
saja, tidak seperti bank.

Kira-kira ada perkembangan usahanya bu?
Alhamdulillah berkembang.
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Peneliti: Jika tidak membayar lagi apa ada dikenakan hukuman?

Ibu Elly: Hukumannya apabila ada yang tidak membayar lagi

pinjamannya, dikenakan kepada desa, seperti desa di

sebelah desa kami yaitu desa Kampong Baro mareka

tidak diberikan lagi pinjaman oleh pihak UPK, karena

ada kelompok yang tidak melunasi pinjamannya. Seperti

kami di desa gajah ayee masih diberikan, karena tidak

ada yang menunggak.

3. Transkrip Wawancara peneliti dengan peminjam

Nama
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

Jenis usaha
Peneliti:
Ibu Aisyah:
Peneliti:

Ibu Aisyah:
Peneliti:

Ibu Aisyah:

: Ibu Aisyah

: Rabu, 27 Juni 2018
:10.00 WIB

: Desa Cot Teungoh

: Berjualan di kios

Sudah berapa lama kelompok ibu meminjam
pada UPK?

Ini sudah tahun ke 3 kami meminjam di UPK
Berapa orang anggota kelompok ibu?

Ada 13 orang.

Untuk hal apa saja ibu menggunakan pinjaman
ini?

Untuk modal usaha.



Peneliti:

Ibu Aisyah:

Peneliti:

Ibu Aisyah:

Peneliti:

Ibu Aisyah:
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Sebagai anggota SPP menurut ibu seberapa besar
manfaat SPP dalam meningkatkan ekonomi
keluarga?

Manfaat yang saya rasakan modal bertambah,
barang yang saya jual bertambah sehingga
penghasilan pun dapat meningkat. Selain untuk
modal usaha pinjaman ini juga saya gunakan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga
saya yang tidak cukup, dan juga untuk biaya
kuliah anak saya.

Ada mengalami  perkembangan kira-kira
usahanya bu?

Berkembang, saya dapat menambah barang
dagangan di kios saya, dulu saya tidak punya
modal yang cukup, barang dagangan yang saya
jual juga sedikit, setelah meminjam pada UPK
dapat saya gunakan untuk membeli barang-
barang dagangan di kios saya, sehingga saya
tidak pusing-pusing lagi mencari dana untuk
membeli keperluan usaha.

Jika tidak mampu membayar apakah dikenai
hukuman bu?

Ya hukumannya kepada desa, salah satu anggota
kelompok kami juga tidak mampu membayar

lagi, kemudian kami mengumpulkan uang



Peneliti:

Ibu Aisyah:

Peneliti:

Ibu Aisyah:

Peneliti:

Ibu Aisyah:
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sesama anggota kelompok untuk melunasi
pinjaman yang belum lunas tersebut kepada
pihak UPK, agar tidak mendapat hukuman
kepada desa, karena kasian masyarakat lain tidak
dapat meminjam lagi nantinya.

Sistem tanggung renteng ya bu?

lya, di proposal juga sudah ada perjanjian
tanggung renteng, dimana apabila salah satu
anggota kelompok tidak sanggup membayar
maka dibantu oleh sesama anggota kelompok
untuk melunasi. Namun ada sebagian kelompok
tidak mau membantu membayar punya orang
lain.

Anggota kelompok ibu yang tidak mampu
membayar lagi, apa ada melunasi lagi
pinjamannya kepada sesama anggota kelompok
yang sudah membantu melunasi?

Ya ada, ibu tersebut saat ada uang sedikit
langsung menyicil hutangnya kepada kami.

Di kelompok ibu jenis usahanya apa saja?
Berdagang rata-rata di kelompok saya, ada yang

jualan nasi, jualan sayur, Kios.
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4. Transkrip Wawancara peneliti dengan peminjam

Nama
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat
Jenis Usaha

Peneliti:

Ibu Maya:

Peneliti:

Ibu Maya:
Peneliti:
Ibu Maya:
Peneliti:

Ibu Maya:

Peneliti:

Ibu Maya:

. Ibu Maya Sartika

: Rabu, 27 Juni 2018
:11.00 wWiB

: Desa Cot Rheng

: Cincin Sumur

Berapa lama sudah kelompok ibu meminjam
pada UPK

Kami sudah meminjam beberapa kali, dari tahun
2015.

Sudah 4 tahun ya bu?

lya, sekitar 4 tahun sudah kami meminjam disitu
terus.

Ada berapa orang anggota kelompok ibu?

Ada 10 orang.

Ibu menggunakan pinjaman ini untuk apa saja?
Saya menggunakan untuk modal usaha juga
kadang untuk keperluan lainnya jika perlu.
Menurut ibu sebagai peminjam pada UPK,
seberapa  besar manfaat SPP  dalam
meningkatkan ekonomi keluarga?

Dana pinjaman yang diberikan oleh UPK saya
manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari seperti untuk membeli keperluan sekolah



Peneliti:

Ibu Maya:

Peneliti:

Ibu Maya:

Peneliti:

Ibu Maya:

Peneliti:
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anak, membayar biaya sekolah dan lain
sebagainya. Saya bekerja sebagai guru kontrak
yang berpenghasilan  pas-pasan  sehingga
membutuhkan dana lebih untuk kebutuhan
rumah tangga, dana pinjaman ini juga dapat saya
gunakan untuk modal usaha sampingan saya
membuat cincin sumur sehingga pinjaman ini
sangat membantu saya dalam menunjang
perekonomian, karena bunga yang dibebankan
juga rendah sehingga kami tidak keberatan dalam
mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Suami ibu bekerja sebagai apa?

Suami saya membuat cincin sumur.

Oh jadi usaha cincin sumur itu usaha ibu dan
suami ya?

lya.

Anggota kelompok ibu rata-rata memiliki usaha
apa saja?

Rata-rata dikelompok kami usaha sampingan,
kebanyakan berprofesi sebagai guru, seperti
misal jualan gas hanya sampingan untuk
menambah penghasilan, ada yang menjahit,
bertani menanam sayur, dan saya juga usaha
sampingan yaitu membuat cincin sumur.

Ada yang petani bu?



Ibu Maya:
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Payah yang petani, karena kan panen 3 bulan
sekali, pada bulan 1 dan 2 tidak mampu untuk
menutup , yang ada petani sayur, pagi dibawa

langsung ke pasar.

5. Transkrip Wawancara peneliti dengan peminjam

Nama
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

Jenis usaha
Peneliti:
Ibu Juariyah:

Peneliti:

Ibu Juariyah:

Peneliti:

Ibu Juariyah:

. Ibu juariyah

: Rabu, 27 Juni 2018
:12:00 WIB

: Desa Tumpok 40

: Produksi emping melinjo

Ada berapa anggota kelompok ibu?

Di kelompok kami ada 8 orang.

Untuk apa saja ibu menggunakan pinjaman ini?

Saya menggunakan pinjaman ini untuk biaya
anak sekolah dan juga untuk modal usaha saya,
alhamdulillah hasil dari usaha saya dapat saya
gunakan untuk keperluan lainnya juga. Saat itu
saya memang membutuhkan dana mendesak
untuk biaya masuk sekolah anak saya.

Apakah ada manfaat simpan pinjam ini bagi
keluarga ibu?

Bermanfaat, sangat membantu saya yang

kekurangan uang.



Peneliti:

Ibu juariyah:

Peneliti:

Ibu Juariyah:

Peneliti:

Ibu Juariyah:
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Bagaimana setelah meminjam pada UPK apakah
berkembang usaha masyarakat bu?

Adalah berkembang, kalau saya pribadi hasil
dari usaha untuk biaya anak sekolah tidak
kesusahan lagilah.

Menurut ibu apakah membantu dengan adanya
SPP ini bagi peminjam untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari?

Membantu, ada orang desa ini yang untuk makan
sehari-hari aja susah, namun setelah meminjam
pada UPK tercukupi kebutuhan sehari-hari
walaupun makan kadang hanya dengan telur, tapi
adalah.

Ibu ada merasa keberatan dengan margin
keuntungan (bunga) yang dibebankan?

Tidak, bagi saya tidak memberatkan,
dibandingkan dengan pinjaman di bank, disini
lebih murah, kemudian juga lebih mudah
dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah,
dimana tidak disyaratkan ada jaminan, jika di

bank kan harus ada jaminan.



Nama

Hari/Tanggal

Pukul
Tempat
Jenis usaha

Peneliti:

Ibu Azizah:

Penelit:

Ibu Azizah:

Peneliti:

Ibu Azizah:

Peneliti:

Ibu Azizah:

Peneliti:

Ibu Azizah:

Peneliti:

Ibu Azizah:
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6. Transkrip Wawancara peneliti dengan peminjam

. Ibu Nur Azizah

: kamis, 28 Juni 2018

: 10:00 WIB

: Desa Gampong Pukat

: Menjual baju di kampung

Ibu menggunakan pinjaman SPP ini untu hal apa
saja?

Untuk modal saya berdagang.

Ada berapa orang anggota kelompok ibu?

Ada 14 orang.

Semua memiliki usaha bu anggotanya?

lya, karena kalau tidak ada usaha tidak diberikan
pinjaman.

Usaha apa saja bu?

Ada yang berdagang, ada yang berternak seperti
pelihara ayam bebek, kemudian ada yang
menjual aksesoris dan pulsa, dan ada juga yang
memiliki usaha doorsmeer.

Ibu jualan apa?

Saya jualan baju di kampung.

Kenapa ibu memilih untuk mulai menjual baju?
Awalnya saya mulai berjualan baju karena

penghasilan suami hanya mampu untuk



Peneliti:
Ibu Azizah:

Peneliti:

Ibu Azizah:
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kebutuhan sehari-hari, jadi untuk menambah
penghasilan dari suami juga membantu
kebutuhan lainnya, saya meminjam di UPK
untuk modal usaha, dan akhirnya saya
mengambil kredit baju-baju di sebuah toko
kemudian menjual di kampung.

Suami ibu bekerja sebagai apa?

Suami saya jualan buah di pasar.

Sebagai anggota peminjam pada UPK, menurut
ibu seberapa besar manfaat SPP dalam
meningkatkan ekonomi keluarga?

Dana pinjaman yang diberikan sangat membantu
dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
Dana pinjaman digunakan untuk menambah
modal usaha yang kurang, untuk memulai usaha
baru bagi kaum perempuan yang tidak
mempunyai pekerjaan seperti saya sendiri, yang
modalnya kurang untuk membangun usaha,
sekarang bisa mendapatkan pendapatan sehingga
ekonomi pun meningkat. Dulu untuk tabungan
pun tidak ada, penghasilan suami hanya cukup
untuk kebutuhan pokok sehari-sehari. Sekarang
ya walaupun tidak banyak, tetapi sedikit
membantu dengan adanya pinjaman dari UPK,
kalau sakit-sakit pun mau berobat sudah mudah.
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Gambar 5.2 SOP UPK Kecamatan Pidie
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Gambar 5.3 Wawancara dengan Ketua UPK

Gambar 5.4 Wawancara dengan ketua kelompok SPP yaitu ibu Elly
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Gambar 5.6 Wawancara dengan ketua kelompok SPP ibu Maya Sartika
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Gambar 5.8 Wawancara dengan ketua kelompok SPP ibu Nur Azizah
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Lampiran 5. Surat 1zin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Syeikh ¥\bdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-#i8nis

Nomor : /20 JUn.08/FEBI.1/TL.00/05/2018 22 Mei 2018
Perihal : Permohonan Wawancara dan Data

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kec. Pidie
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Raishatul Nadra

NIM : 140602091

Prodi : Ekonomi Syariah

Semester : VIIl (Delapan)T.A. 2017 / 2018

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda
Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul Peranan Program
Simpan Pinjam Kelompok dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk
dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang di perlukan sesuai
dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerj'a sama yang baik kami ucapkan terima
kasih.

assalam

ah.Dekan
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Lampiran 6. Surat Bukti Penelitian

LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA/GAMFPONG
UNIT PENGELOLA KEGIATAN DAN SPP
KECAMATAN PIDIE - KABUPATEN PIDIE

Jalan Pidic -Garot Komplek PU Pengairan Gp Paioh

SURAT BUKTI PENELITIAN
Nomor :054 /UPK /v /2018

Assalamu’alaikum Wr. Wh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - Teuku Irwan
Jabatan : Ketua UPK Kecamatan Pidie
Alamat : Teubeng Bayu, Kec. Pidie, Kab. Pidie

Menerangkan bahwa:
Nama : Raishatul Nadra
NIM : 140602091
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Universitas  : Uin Ar-Raniry

Benar telah mengadakan penelitian berupa wawancara guna keperluan penyusunan skripsi
dengan judul “Peranan Simpan Pinjam Kelompok Peremp Dalam Rangka Peningkatan
[Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)”.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
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